
BIIPATI KOITAWE SELATAN

PROVINSI SULAWESII TEIYGGARA

PERATURAIT BUPATI KOIYAWE SELATAIT

ITOMOR : t z+ TAIIITil 2O2l

TENTANG

RO,J) MAP REFORMASI BIROKRASI

PEM DAERATI KABI'PATEN KONAWE SELATAIY

TATIT'N 2O2O.2O24

DENGAIT RAIIMAT TI'HAN YAIYG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SEI"ATAIIT,

Menimbang a.

c.

Mengingat : 1

Bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada

Pemerintah Daerah meruoakan langkah strategis

untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah dengan

berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan

yang baik;

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81

Tahun 2OLO tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2O|O-2O25 Pasal 4, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2O-

2024; dart

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten

Konawe Selatan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi

Sulawesi Tenggara (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267;

b
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r-,,-rrtialg-[iltia.ng iiuurur 28 Tairuu i999 Lcllaug
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne (Lernbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor

75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 385 1);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor ll2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan l.embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 54941:-

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Penetapal Peruba.han Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan l.embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56791;
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7. Feralurarr Feureriuiair i,iuurur 38 Tair.urr 2OA7 Lerrlarrg

Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (l.embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 7 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Talrun 2O7O Nomor 5135)l

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesi Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi 20LO-2O25;

11. Keoutusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi

Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2Ol2

tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan

Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintahan

Daerah:

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2073

tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi

Birokrasi Pemerintah Daerah;

14. Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036,1.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2078 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2Ol8 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol5 Nomor l57l;
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i5. Pcralur'arr ivicrrLeri Ferrdayagurraarr Aparalur iicgara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2O

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2O2O-2O2a;

16. Peraturan Daerah Konawe Selatan Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran

Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016

Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Konawe Selatan

Nomor 10 Tahun 2Ot9 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol9 Nomor 1O);

dan

17. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun

2Ol4 tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil

Negara di Lingkunsan Pemerintah Daerah Kabupaten

Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe

Selatan Tahun 2015 Nomor 22).

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD IWAP RET1ORMASII

BIROKRASI PEMERINTATI DAERATI KABUPATEN

KOITAWE SELATAN TAHUN 2O2O-2O24.

BAB I
I(ETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan, selanjutnya dalam peraturan ini

disebut sebagai Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe

Selatan.

5. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut

OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
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6. Refor'urasi Birukrasi atiaiair pr'uses urerrala uianrg birul,rasi dari iirrgkal

tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-

langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar

kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.

7. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi

arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun
waktu 2O|O-2O25.

8. Roa.d Map adalah rencana keda rinci dan berkelanjutan yang

menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5
(lima) tahun mendatang.

9. Rood Ma.o Birokrasi Reformasi adalah bentuk operasional Grand Desi.an

Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali

dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu

tahap ke tahap selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun

yangjelas.

10. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah adalah fokus

perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait area perubahan reformasi

birokrasi.

ll.Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik/maju adalah

prioritas yang ditunjuk untuk memelihara atau bahkan meningkatkan hal-

hal yang sudah baik/maju, agar tidak terjadi kemunduran.

12. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan adalah prioritas yang berkaitan

dengan pelayanan publik pada sektor tertentu dan sangat menyentuh

kehidupan masyarakat.

13. Prioritas Organisasi Perangkat Daerah adalah fokus nerubahan vans menjadi

prioritas masing-masing OPD.

74. Quick Wirrc ada-lah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai

yang mengawali pelaksanaarl suatu program dalam reformasi birokrasi,

terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan

nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

l5..Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih

Melayani adalah penentuan satu unit tertentu yang melaksanakan reformasi

birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya.

16. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai

tujuan jangka panjang atau jangka pendek.

17. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang

lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
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i8. Frugruu atiaiair kulrpuiarr kegiatarr yrurts sisleuraijs tiarr Lerpatiu

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit
organisasi ataupun dalam rangka keq'asama dengan masyarakat guna

mencapai sasaran tertentu.

19. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam walctu tertentu yang dilakukan oleh

unit organisasi sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan

dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan

tujuan tertentu.

20. Indikator kineda adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu kondisi yang telah ditetapkan.

21. Monitoring ada-lah kegiatan mensamati perkembangan pelaksanaan

program kegiatan, mengidentifrkasi serta mengantisipasi permasalahan yang

timbul dan atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.

22. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan

{inpufl, keluaran (output) dan hasil (outcome)terhadap rencana dan standar.

Pas€,l2

Roa.d Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Tahun 2O2O-2O24 adalah rencana kerl'a rinci dan berkelanjutan yang

mengga.mbarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Kabupaten Konawe Selatan hingga lima tahun ke depan.

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi akan menjadi alat bantu bagi Pemerintah Daerah

Kabupaten Konawe Selatan untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-

kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Tlrjuan Reformasi Birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat (public

tntst building) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan dengan

membentuk Aparatur Negara yang professional.

Pasal 5

Sasaran Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan

bebas korupsi kolusi dan nepotisme, terwujudnya peningkatan kualitas

pelayanan publik kepada masyarakat. dan meningkatn_va kapasitas dan

akuntabilitas kinerja birokrasi melalui pembaharuan pola pikir (mind set)

pegawai negeri datam pengelolaan urusan pemerintahan serta sistem

manajemen pemerintahan.



7

EriB iii
QUrCK WrNS REFORMAST BTROKRAST

Pasal 6

Quick Wins Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Tahun 2O2O-2O24 terdiri dari :

1. Penerapan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP);

2. Peningkatan Penerapan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) pada beberapa OPD.

Pasal 7

Road Mop Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Tahun 2O2O-2O24 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEIENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe

Selatan.

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 14

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 7 Juni 2021

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 7 Juni 2021
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita Panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limp ahan

rahmat, kesehatan dan kekuatan yang diberikan, sehingga telah tersusun Road

Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun

2O2O-2O24, Hal ini sebagai amanah pelaksanaan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 81 Tahun 2OlO tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

2010-2015 dan Peraturan Menteri Pendayagunaarl Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2O tentang Road Map Reformasi

Birokrasi 2O2O-2O24 dan dikeluarkannya Keputusan Bupati Konawe Selatan

Nomor 060 /277 12021 Tanggal 3 Februari 2O2l tentang Pembentukan Tim

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun

2020-2024.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe

Selatan adalah renca.na rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan

pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Road Map Reformasi Birokrasi akan menjadi alat bantu bagi Pemerintah Daerah

untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan

reformasi birokrasi di Lingkungall Pemerintah Daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi masih

jauh dari kesempurnaan, olehnya itu, saran, koreksi dan usul perbaikan yang

bersifat konstruktif sangat diperlukan untuk menjadi bahan perbaikan kedepan,

dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada semua pihak dan Stakeholders yang telah membantu dan

terlibat dalam penyusun an Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Kabupaten Konawe Selatan tahun 2O2O-2O24. Semoga Road Map Reformasi

Birokrasi Pemerintah Kabupaten Daerah Konawe Selatan ini dapat terlaksana

sesuai program dan dapat memberikan manfaat bagi penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

TIM PENYUSUN

ll
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RINGKASAIT EKSEKUTIF

Birokrasi Pemerintah merupakan garis terdepan yang berhubungan

dengan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, oleh karena itu untuk
mencapai hal tersebut, diperlukan penataan kembali system penyelenggaraan

pemerintahan sehingga dapat mencapai kualitas pelayanan (Seruice Qualitg),

melalui program Reformasi Birokrasi.

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk menata kembali,

menyempurnakan dan memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan yang

dijalankan oleh pegawai. OIeh karena itu Reformasi Birokrasi bukanlah pekerjaan

yang bersifat instan, tetapi memerlukan proses dan waktu yang panjang dan

dibutuhkan komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif,

efisien, bersih, antisipatif, proaktif dan melayani.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bertujuan membangun kepercayaan

masyarakat (public trust building) dan menghilangkan citra negatif birokrasi
pemerintah dengan membentuk Aparatur Negara yang profesional. Sasaran

Reformasi Birokrasi adalah Birokrasi yang bersih dan akuntabel, terwujudnya
peningkatan kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat, dan Birokrasi yang

efektif dan efisien melalui pembaharuan pola pikir (mind sef/ dan pola budaya

(crtlfitreset)Pegawat Negeri dalam pengelolaan urusan pemerintahan serta sistem

Manajemen Pemerintahan.

Sesuai Peraturan presiden Nomor 81 Tahun 2OlO tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi (GDRB) mengamanahkan delapan area perubahan dalam

reformasi birokrasi yang meliputi: area Organisasi, Tata Laksana, Peraturan

Perundang-Undangan, a-rea Sumber Daya Manusia, Pengawasan, Akuntabilitas,

Pelayanan Publik serta area Pola Pikir (mind set) dan Budaya Kerl'a (cttlture setl

Aparatur.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah merupakan

langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan daerah dengan berpedoman

pada prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Pelaksanaan Reformasi pada

Pemerintahan Daerah disesuaikan dengan kondisi obyektif yang beragam, dalam

hal karakteristik, kesiapan aparatur dan dilakukan secara bertahap dan

berkelanjutan sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

Kabupaten Konawe Selatan sebagai salah satu kabupaten di Provinsi

Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk melakukan Reformasi sesuai dengan

tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, lingkungan dan tuntutan

masyarakat untuk mengantisipasi dan memperlancar perubahan-perubahan



sosial (social changesl. Salah satu bentuk konkret komitmen Pemerintah Daerah

adalah menyusun Road Map sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan

Presiden Nomor 81 Tahun 2OlO tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

2O|O-2O25 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2O tentang Road Map Reformasi

Birokrasi 2O2O-2O24 sebagai arah kebijakan, dokumen persyaratan, dan sebagai

rujukan utama bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Kabupaten Konawe Selatan dalam periode 2O2O-2O24. Road Map ini disinergikan

dengan Visi-Misi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sekaligus memberikan

gambaran perihal langkah-langkah strategis dan juga berbagai agenda yang

akan dijalankan terkait dengan pembenahan birokrasi di Kabupaten Konawe

Selatan.

Momentum pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Konawe

Selatan sangat tepat, pada saat Road Map Reformasi Birokrasi ini dibuat,

Kabupaten Konawe Selatan telah memiliki Pemimpin yang baru Yakni Bapak

Sunrnuddln Dangga sebagai Bupati dan Bapak Rasyid sebagai Wakil Bupati
terpilih Periode 2O2l-2O25. Hal ini akan menjadi peluang yang sangat besar

untuk mengintegrasikan antara Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah

(RPJMD) dengan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah kabupaten Konawe

Selatan dalam rangka pelaksanaan Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati

Terpilih demi untuk terwujudnya Desa MaJu Konsel Hebat sebagai salah satu

cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Konawe Selatan.

Adapun Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sebagai

berikut:

Visi : Menuju Konawe Selatan Sejahtera, Unggul dan Amanah Berbasis

Perdesaan.

Misi . 1. Mewujudkan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

3. Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah yang

Berkelanjutan.

4. Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Konawe Selatan

merupakan upaya pencapaian Misi Ke- 1 yakni Mewujudkan Tata Laksana

Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Dengan adanya Road MaP Reformasi

Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2O2O-2O24

diharapkan mEunpu mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih sesuai

amanat undang-undang.
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BAB I
PENDAIIIILIIAN

Reformasi Birokrasi dilakukan untuk mengantisipasi dan memperlancar

perubahan-perubahan sosial (Social Change) masyarakat, melalui penataan

sistem Penyelenggaraan Pemerintahan yang dijalankan oleh Pegawai Negeri Sipil

yang merupakan abdi negara dan abdi masyarakat serta suritauladan bagi

warga Negara dalam menjalankan tugas yang diemban. Melalui Reformasi

birokrasi. menjadi langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar

lebih berdayaguna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan

pembangunan serta menjadi pendorong mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang bark (goodgouernance). Reformasi Birokrasi pada hakikatnya mempakan

upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap

sistem penyelenggaraan pemeritahan, terutama aspek kelembagaan (organisasi),

ketatalaksanaan (bussiness process), dan sumber daya manusia aparatur. Bagr

Pemerintah Daerah- reformasi birokrasi merupakan faktor yang mendukung

pembenahan birokrasi didaerah. Dengan beberapa program prioritas yang harus

dilaksanakan oleh pemeritah Daerah, maka diharapkan dapat menuju tujuan

akhir Reformasi Birokrasi.

Reformasi Birokrasi pemerintah sangat mendesak untuk dilaksanakan

pada saat birokrasi telah dianggap sebagai sistem yang menyebabkan jalannya

pemerintahan dan pelayanan publik berjalan tersendat, bertele-tele, in-efisien,

organisasi 5zang terlalu besar dan kaku. KKN. serta permasalahan birokrasi

lainnya. Keseluruhan kondisi tersebut mendesak untuk dilakukannya reformasi

birokrasi di pemerintahan, termasuk di Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe

Selatan. selain itu ketidak efektifan aparat pengawasan intern pemerintah, yang

disebabkan karena belum jelasnya sistem tatakelola (gouentance) dan belum

optimalnya profesionalisme aparat pengawasan, juga mendorong Pemerintah

Daerah untuk mereformasi diri sebagai bagian dari pembenahan sistem

pengawasan internal pemerintah.

Berbagai permasalahan dan hambatan tersebut diatas, mengakibatkan

sistem penyelenggaraan pemeritahan kurang berjalan dengan baik, harus ditata

ulang atau diperbaharui. Salah satu tonggak penting yang menandai mulai

berprosesnya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi,

adalah tersedianya dokumen Road Map reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.

Dalam kontes ini, yang dimaksud dengan Road Map adalah rencana kerja rinci

dan keberlanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi hingga

1



lima Tahun kedepan. Selain rencana pelaksanaan kegiatan, Road Map

menjelaskan informasi penting lain yarlg mencakup: penanggungjawab

pelaksanaan, dukungan dan anggaran yang diperlukan serta target dan

indikator pencapaiannya.

Secara harfiah Road Map dapat diartikan sebagai peta penentu/petunjuk

arah, Road Map ini akan menjadi alat bantu Pemerintah Daerah untuk tujuan

penyelesaian kegiatan- kegiatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan telah mempersiapkan diri

dalam penerapan program reformasi birokrasi melalui pembentukan Tim

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan dengan Surat

Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 060/277/2021 Tanggal 3 Februari

2O2l tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2O-2O24.

Tujuan Reformasi Birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat

Qtublic cttlfitre buildingl dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintah

dengan membentuk Aparatur Negara yang profesional, sedangkan sasaran

reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan

bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada

masyarakat, dan Birokrasi yang efektif dan efisien melalui pembaharuan pola

pikir (mind set/ dan pola budaya (anltttreset) pegawai negeri dalam pengelolaan

urusan pemerintahan serta sistem manajemen pemerintahan.

Ada 3 (tiga) sasaran utama reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten Konawe Selatan yakni :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;

2. Birokrasi yang efektif dan efisien; dan

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Terwujudnya pemerintahan yang baik (good gouerrlance) yang ditandai

dengan kondisi birokrasi yang akuntabel, transparan. Birokrasi yang akuntabel

adalah birokrasi yang bertanggungfawab atas setiap proses ke{a dari program

maupun kegiatan. Sedangkan efektif dan efisien artinya mampu memberikan

dampak positif atau manfaat kepada masyarakat dan mampu menjalankan

tugas dengan cepat, tepat, berdayaguna dan tepat guna sedangkan transparan

adalah birokrasi yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk

memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dengan tetap

memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan, dan rahasia

negara.
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BAB II
T1IALUASI PELAKSANAAN RTFORJUASI BIROI(ARASI

TAIIUN 2OL6.2O2L

Bagian ini menyajikan hasil evaluasi terhadap capaian pelaksanaan

reformasi birokrasi periode Tahun 2016-2021 di Kabupaten Konawe Selatan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2O2O, aspek-aspek

pelaksanaan reformasi birokrasi yang dievaluasi meliputi: 1) Kebijakan reformasi

birokrasi; 2l Area perubahan sebagai komponen pengungkit program reformasi

birokrasi; 3) Implementasi program reformasi birokrasi; 4) Ketercapaian sasaran

reformasi birokrasi melalui indikator masing-masing; dan 5) Tantangan dan

hambatan reformasi birokrasi.

2.L. Area Perubahan sebagai Komponen Pengungkit Program Reformaei

Birokrasi Perode Tahun 2OL6-2O2L dl Kabupaten Konawe Selatan.

Untuk mewujudkan sasaran reformasi birokrasi pemerintah menetapkan

area-Area rrerubahan birokrasi. Perores Nomor 81 Tahun 2010 tentane Grand

Design Reformasi Birokrasi Tahun 2O|O-2O25 menetapkan 8 (delapan) area

perubahan yang terdiri dari organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-

undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas,

pelayanan publik, dan pola pikir dan budaya ke{a aparatur. Delapan area

perubahan adalah semacarn list of prioitg, artinya dapat saja dilakukan

klasterisasif regrouping area berdasarkan sasaran yang ditargetkan. Hal ini

konsisten juga densan pemahaman bahwa reformasi birokrasi di Indonesia tidak

terlepas dari kompetisi diantara teori-teori arus utama reformasi sektor publik.

Faktanya, untuk pelaksanaan reformasi birokrasi periode kedua (Tahun 2074-

2Ol9), delapan area perubahan yang dianjurkan mengalami perubahan.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road MapReformasi

Birokrasi Tahun 2Ol4-2O19 mengajukan delapan area perubahan yang sedikit

berbeda dengan diatas, yakni mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas,

kelembaga.a.n. tatalaksana. aparatur sumber daya manusia [SDM). oeraturan

perundang-undangan, dan pelayanan publik.

Seluruh area perubahan tersebut diintervensi melalui pendekatan

pengungkit perubahan (diuer o! change,l. Pengungkit nerubahan adalah

proses/pendekatan terprogram. Penerapan pendekatan pengungkit perubahan

ini menuntut pemerintah daerah untuk dapat mengembangkan program-

program pengungkit perubahan yang relevan dan diyakini mampu
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mengantarkan pada pencapaian tiga sasa-ran reformasi birokrasi, yakni birokrasi

yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang

prima. Delapan area perubahan dan pengunqkit perubahan yang dianiurkan

dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi Tahun 2Ol4-2O19 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Delapan Area Penrbahan dan Pengungkit Perubahan Reformasi Birokrasi

Periode Tahun 2OL4-2OL9

1 Mental aparatur Manajemen perubahan

Penguatan pengawasan

Penguatan akuntabilitas kinerj a

Penataan dan penguatan organisasi

Penataan tatalaksana

Penataan sistem manajemen SDM aparatur

Penataan peraturan perundang-undangan

Peningkatan kualitas pelayanan publik

2. Pengawasan

3 Akuntabilitas

4. Kelembagaan

E 'T'af al alzca n a

6. Sumber daya manusia

aparatur

Peraturan perundang-

undangan

8. Pelayanan publik

Sumber: Peraturan Mentei PAN-RB Nomor 77 Talrun 2015 tentang Road Map
D ^e^- ^ ^.: D.'*- ,--- 

-' 
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Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 54 Tahun 2Ol9

mengadopsi area perubahan dan pengungkit perubahan yang berbeda dengan

Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2015 tersebut diatas. Delapan area

perubahan dan pengungkit reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten

Konawe Selatan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel4.2.

Tebe! 4-2,
Delapan Area dan Pengungkit Perubahan Reformasi Birokrasi Periode Tahun

2OL6-2O2L dl Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan

7.

1. Sumber daya manusia
onarafrrrqrEqLql

2. Pengawasan

3. Akuntabilitas

4. Pelayanan publik

5. Organisasi

1. Penataan sistem manajemen SDM

anoratrrr

2. Penataan pengawasan

3. Penataan akuntabilitas kinerja.

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik

5. Penataan dan penguatan organisasi

4
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6. Penataan peraturan
mrr r nrl o a a-r rnrl an aan

7. Tatalaksana

8. Pola pikir dan budaya kerja

aparatur

6. Penataan peraturan perundang-

rrnr{onqon

7 . Penataan tatalaksana

8. Mindset dan atldtre-set aparatur

9. Manajemen perubahan

10. Monitoring evaluasi dan pelaporan

Sumber: Perqturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 54 Tahun 2019
tentang Road Map Reformasi Birokra,si Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 20 1 6-2 02 1.

Seluruh area perubahan yang diadopsi dalam Road Map Reformasi

Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan sesuai Peraturan

Bupati Konawe Selatan Nomor 54 Tahun 2019 diatas merupakan kebutuhan

penting pemerintah daerah. Dengan kata lain, delapan area perubahan

reformasi birokrasi tersebut bersifat demand-base. Hal ini terkonfirmasi melalui

Surat Kementerian PANRB Nomor : Bla29/RB.06/2019 Tanggal 30 Desember

Tahun 2019 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun

2Ol9 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan dengan Nilai Indeks

Reformasi Birokrasi adalah 49,85 atau dengan Kategori "C". Daftar prioritas dan

rekomendasi kebijakan dan strategi dalam dokumen-dokumen tersebut

mencantumkan topik-topik substansial tersebut. Hanya saja, urutan penulisan

delapan area perubahan yang diadopsi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe

Selatan berbeda dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor

11 Tahun 2Ol5- Hal ini terjadi karena beberapa alasan. antara lain cara ke{a
yang tidak fokus/terarah dan terintegrasi, ketidakpahaman tentang skenario

reformasi birokrasi, tidak berfungsinya tim reformasi birokrasi dalam

memberikan arahan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara

kontinu, dan ketidakpahaman tentang regulasi dibidang reformasi birokrasi

beserta perubahan-perubahannya.

Selain inkonsistensi dalam urutan delapan area perubahan seperti yang

disebutkan diatas- Roo.d Map Reformasi Birokrasi yang berdasarkan Peraturan

Bupati Konawe Selatan Nomor 54 Tahun 2Ol9 juga mengandung inkonsistensi

dalam pengembangan program/komponen pengungkit perubahan. Peraturan

Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2015 dan peraturan-peraturan terkait lainnya

menggunakan manajemen perubahan sebagai pengungkit perubahan untuk

mengintervensi mental aparatur, sedangkan mental aparatur adalah sinonim

dari pola pikir (mindset) dan budaya kerja (anlture-set) aparatur. Dalam

Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 54 Tahun 2019. selain mana"iemen
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perubahan terdapat pula program pola pikir (mindset) dan budaya keda (anlture-

set) aparatur, sehingga bertumpang tindih dengan manajemen perubahan.

Selain itu, terdapat program monitoinq evaluasi dan pelaporan yang sebenarnya

sudah tercakup dalam program-program lainnya, karena seluruh

program/pengungkit perubahan reformasi birokrasi memerlukan monitoing

evaluasi dan pelaporan. Terjadinya inkonsistensi dalam pengembangan program

pengungkit perubahan ini dikarenakan cara kerja yang tidak fokus/terarah dan

terintegrasi, tidak berfungsinya tim reformasi birokrasi dalam memberikan

arahan dan waktu penyusunannya yang sangat singkat, serta rendahnya
l:arau.}aaoi lrari^
^\v^r^l/v Lvl^ur rrvrJ q.

2.2. Implementasi Program Reformasi Birokrasl Periode Tahun 2OL6-2O2!

di Kabupaten Konawe Selatan.

Pengungkit reformasi birokrasi merupakan program-program generik

maupun teknis sebagai bagian dari pencapaian tujuan policy planning. Program

generik merupakan program yang mendukung pelayanan aparatur danlatau
administrasi pemerintahan (pelayanan internal) pada beberapa unit organisasi

yang memiliki karakteristik sejenis, sedangkan program teknis merupakan

progr€rm yang menghasilkan pelayanan eksternal. Program-program tersebut

memerlukan implementasi j,ang efektif. Implementasi prcgram menunjuk paCa

serangkaian keputusan dan tindakan untuk mengantarkan program menuju

sasara.n yang telah ditetapkan.

Dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi, Pemerintah Daerah

Kabupaten Konawe Selatan telah menjabarkan seluruh program/pengungkit

perubahan menjadi kegiatan-kegiatan. Untuk 10 (sepuluh) program pengungkit

perubahan reformasi birokrasi Tahun 2016-2021 secara keseluruhan terdapat

54 (iima puiuh empat) kegiatan <ian menjadi tanggung lawab ciari unit-unit cian

organisasi terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Se1atan. Tabel 4.3

menunjukkan perincian kegiatan dari masing-masing prograrn pengungkit

perubahan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Tabel 4.3.
Kegiatan-Kegiatan Pengungktt Perubahan Reformasi Birokrasl Periode

Tahun 2Ot6-2O21 Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Pembentukan tim manajemen perubahan
Penyusunan strategi manaiemen dan strategi
komunikasi

1

2

5

KegiatanProgram
1. Manajemen

perubahan



2. Penataan sistem
manajemen
aparatur SDM

1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemda)

2. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah (APIP) sebagai qtalitg assurance and
consuiting

3 tan aset daerah
1. Penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah
2. Evaluasi kine4'a
3. Fenyusunan indikator Kinerja Utauna (iKU)
4. Pembangunan dan pengembangan sistem

manajemen kinerja organisasi berbasis ueb
5. Pembangunan dan pengembangan sistem

S1 blik berbasis rueb

4. Penataan
akuntabilitas
kineda

3. Penataan
pengawasan

5. Pelirrgkalarr
kualitas
pelayanan publik

3. Sosialisasi dan diseminasi manajemen perubahan
dalam rangka reformasi birokrasi

1. Penataan sistem pengadaan CASN yang sesuai
dengan kebutuhan OPD

2. Pengisian jabatan kosong secara terbuka
(promosi/lelangjabatan terbuka) khusus Eselon II

3. Pengembangan sistem talenta ASN
4. Analisisjabatan
5. Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK)
6. Evaluasi Jabatan
7. Pengembarlgan sistem penilaian kineq'a individu
8. Penerapan srstem penrlaran krneqa rndrvrdu
9. Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)
10. Penyelenggaraan diklat pegawai berbasis

kompetensi
1 1. Penataan tenaga honorer
i2 ciatabase war

i. irrLeruaiisasi tiaur asisLerrsi slarrtiar peiayarrarr di
setiap instansi penyedia layanan

2. Penerapan standar pelayanan di setiap satuan/unit
keq'a

3. Monitoring dan evaluasi peneraparl standar
-^I^------lJgra,J ctlrclrr

4. Internalisasi dan asistensi standar pelayanarl
minimal di setiap instansi penyedia layanan

5. Penerapan SPM pada penyelenggara urusan wajib di
daerah

A tr.tnai+ain^ r{a- otr^l..^oi 6a6ar^6^a Qt^-.{^+
v. Ltav,uuLvr 0r&y ual vYqluqg^ yvravl 4y4rr vlqatuqr

Pelayanan Minimal (SPM)
7. Penanganan pengaduan masyarakat terhadap

ublik

7

6. Penataan dan
rcnmrafan

organisasi

1. Penataan tugas dan fungsi satuan/unit kerja
nom arin ta !r r{ aaralr IZa }rr r no teqr l(on n rt,e Se! n tn -Pviiivi iiiLi:ii udLr 

-1 
rrqv ul/u

2. Penguatan dan penataan unit kerja yang menangani
organisasi, tatalaksana, pelayanan publik,

waian dan diklat



7. Penataan
peraturan
perundang-
undangan

9. Mindset dan
anlfitre-set
aparatur

1. Reuiew dan sinkronisasi peraturan dengan
peraturan yang lebih tinggi

2. Penataan berbagai peraturan perundang-undalgan
3. Bimtek legal drafring
4. Sosialisasi-regulasi untuk memudahkan masyarakat

mengakses peraturan perundang-undangan
5. Penerapan naskah akademik dalam perumusan

-u
1. Validasi dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan

fungsi OPD
2. Internalisasi dan asistensi penyusunan SOP dalam

rangka penyatuan persepsi tujuan dan sasaran
penyusunan dan penerapan SOP

. Penerapan SOP seluruh OPD

. Membangun sistem pengelolaan dqta base SOP

. Monitoring dan evaluasi penerapan SOP

. Internalisasi master plan e- office/e-gouerrtment

. Penerapan master pian e- oficeie-gouernment
o utebsite kabu ten

1. Menegakkan etika aparatur
2. Menegakkan kedisiplinan ASN
3. Penyelesaian sengketa ASN
4. iviembangun sistem yang menciukung rercipmnya

profesionalitas ASN
5. Meningkatkan kinerja aparatur melaluikelompok-

kelompok keq'a dan forum profesional
6. Menyusun pedoman budaya ke4'a yang berorientasi

i1l ir.ll

Sumber : Perahran Ehryati Konaute Selatan Nomor 54 Tahun 2019 tentang Road
lf-- - n-a^-.----.--' nj.--1----.-: n^... -.^:..1-.r- n_--..--7- ta --r--. - -.1 - - fa----.. - d-r-f .^.. 4-r-, .-lvlLLP FeJUIltLal.SL.DLtUNILIJ-L TC.ilLCtLtLLLL|L LruetLLtL I\UU,IPULYTL r\UtLtLWC DeLULLLTL tLLILUIL

2016-2021.

Data tersebut diatas menunjukkan adanya aktivitas penjabaran kegiatan

sebagai tahapan implementasi program. Hal ini konsisten dengan pilar-pilar

implementasi program seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Namun

demikian, seperti yang tergambar dari nama-narna kegiatan diatas, terdapat

beberapa kelemahan mendasar dalam cara Pemerintah Daerah Kabupaten

Konawe Selatan meniabarkan keeiatan oada masinq-masing Drosrarn. sebaeai

berikut :

1. Beberapa kegiatan bersifat kegiatan teknis non-prioritas, yakni merupakan

kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dan mencerminkan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan tupoksi satuan kerja, narnun bukan termasuk dalam

kategori prioritas reformasi birokrasi. Termasuk dalam kategori ini adalah :

a. Penataan tenaga honorer;

b. Analisis jabatan:

c. Penyusunan Analisis Beban Ke4'a (ABK);
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5
6
7
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8. Penataan
tatalaksana

10. Monitoring,
evaluasi, dan
pelaporan

1. Monitoring
2. Evaluasi Tahunan
3. Evaluasi menyeluruh



d. Evaluasi jabatan;

e. Pensembangan sistem penilaian kineqja individu:

f. Penerapan sistem penilaian kinerja individu;

g. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan

Pemerintah Daerah (Pemda);

h. Penyusunan Indikator Kineda Utama (IKU);

i. Penerapan SOP seluruh OPD;

j. Menegakkan etika aparatur; dan

k. Penvelesaian sengketa ASN.

2. Beberapa kegiatan mempunyai nomenklatur yang sangat umum, tidak

memiliki fokus dan lokus. Termasuk dalam kategori ini adalah :

a. Evaluasi kinerja;

b. Monitoring;

c. Evaluasi Tahunan; dan

d. Evaluasi menyeluruh.

3. Beberapa kegiatan ditempatkan di bawah nama program varg tidak sesuai.

Termasuk dalam kategori ini adalah :

a- Pengembangan sistem talenta ASN, seharusnya di bawah program

manajemen perubahan;

b. Peningkatan pengelolaan aset daerah (seharusnya dibagi menjadi

dimensi-dimensi tertentu dan ditempatkan di bawah program penataan

tatalaksana, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas

kine4'a'l: dan

c. Monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan, monitoing darrt

evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), monitoing dart

evaluasi penerapan SOP (seharusnya ditempatkan di bawah program

monitoring dan evaluasi).

4. Tidak konsisten membedakan kegiatan prioritas dari kegiatan teknis non-

prioritas, seharusnya program reformasi birokrasi hanya mencakup kegiatan

pr:ioritas dengan kriteria-kriteria pertimbangan yang memiliki pengaruh

yang besar/signifikan terhadap pencapaian ketiga sasaran reformasi

birokrasi, merupakan kegiatan yang mendesak untuk segera dilaksanakan

dalam rangka pencapaian ketiga sasaran reformasi birokrasi periode Tahun

2016-2021. Dengan kata lain, sebagran dari kegiatan yang diajukan tidak

sensitif terhadap peningkatan indikator-indikator ketiga sasaran reformasi

birokrasi periode Tahun 2016-202 l.
5. Sejumlah kegiatan yang sensitif terhadap peningkatan indikator-indikator
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ketiga sasaran reformasi birokrasi periode Tahun 2016-2021, dan yang

secara tegas merupakan mandat peraturan perundang-undangan untuk

dilaksanakan oleh pemerintah daerah, belum diajukan. Hal ini mencakup :

a. Area perubahan Sumber Dava Manusia Aparatur, sesuai mandat

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil, meliputi :

1) Penyusunan kebutuhan jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan

analisis beban keq'a yang bersifat elektronik;

2l Pemantauan keanggotaan pejabat fungsiona-l dalam orsareisasi profesi

jabatan fungsional;

3) Penyusunan standar kompetensi jabatan;

4l Penyusunan profil PNS; dan

5) Pengukuran indeks profesionalitas ASN sesuai mandat Peraturan

Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang Pedoman

Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas

Aoaratur Sifril Negara.

b. Area perubahan Penqawasan, sesuai mandat Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

meliputi :

1) Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-

undangan;

2l Penetapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi

pemerintah:

3) Penyusunan manajemen risiko; dan

4) Pelaksanaan penilaian risiko.

c. Area perubahan Pelavanan Publik, sesuai mandat Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2OI7 tentang Inovasi Daerah serta

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2Ol7 tentang Pedoman Penyusunan Survei

Kepuasan Masvarakat Unit Penyelenggara Pela,vanan Publik. meliputi :

1) Pengembangem e-gouerrlment untuk meningkatkan kualitas pelayanan

kepada masyarakat;

2) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan

pelaksanaan survei kepuasan masyarakat;

3) Kerja sama pelaksanaan survei kepuasan masyarakat unit

penyelenggara dengan lembaga lain; dan
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4l Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi

publik.

d. Area perubahan Organisasi, sesuai mandat Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20

Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi

Pemerinta-h, meliputi :

1) Penataan desentralisasi fungsi pemerintahan;

2l Penyusunan SOP;

3) Penvusunan rencana penggunaan teknologi informasi: dan

4) Penyusunan indeks kelembagaan instansi pemerintah.

e. Area perubahan Tatalaksana, sesuai mandat Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2Ol7 tentang Inovasi Daerah dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 20 Tahun 2Ol8 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan

Instansi Pemerintah, meliputi :

1) Pengusulan dan oenetapan inisiatif inovasi daerah:

2l Penyelasaran organisasi;

3) Penyusunan peta proses bisnis; dan

4l Evaluasi peta proses bisnis berbasis SOP.

Beberapa hal tersebut diatas merupakan kegiatan prioritas, karena

dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan secara nasional dan

bersifat sensitif terhadap indikator-indikator ketiga sasaran reformasi birokrasi

periode Tahun 2Ol4-2O19, yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi

yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Kegiatan-kegiatan tersebut

bersifat demand-based dan dapat menciptakan ualue baru sesuai maksud

Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2O2O. namun tidak dimasukkan ke

dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe

Selatan Tahun 2016-2021. Kelemahan-kelemahan yang disebutkan diatas

terjadi karena beberapa alasan, antara lain ketidakpahaman tentang cara

merumuskan kegiatan dan ketertinggalan pengetahuan terkait perubahan-

perubahan regulasi di tingkat nasional.

Aspek evaluasi berikutnya terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi

periode Tahun 2016-2021 yang ditekankan dalam Peraturan Menteri PANRB

Nomor 25 Tahun 2O2O adalah mesin struktural (machinery) pelaksanaan

program/kegiatan dengan penekanan pada tipe organisasi, kedudukan, dan

kapabilitas tim pelaksana. Terkait machinery pelaksanaan, Peraturan Menteri

PANRB Nomor 25 Tahun 2O2O memberikan kemungkinan untuk menganut tim
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Ad Hoc maupun struktural perrnanen, narnun yang perlu diperhatikan adalah

kapasitas aparatur sumber daya manusia. Secara nasional- diakui bahwa

kapasitas sumber daya manusia aparatur masih lemah, sehingga tidak mampu

menyusun dan melaksanakan program-program reformasi birokrasi. Sebagian

besar aparatur sipil negara belum memahami definisi, maksud, dan pentingnya

reformasi birokrasi.

Machinery pelaksanaan program/kegiatan reformasi birokrasi di

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan mengambil tipe Ad Hoc berupa

Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dimaksud ditetapkan dengan Keputusan

Bupati Konawe Selatan Nomor : 800.5/a01 Tahun 2OI8 tentang Pembentukan

Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun

2OL6-2O21. Keputusan ini mengacu kepada Peraturan Menteri PANRB Nomor 3O

Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Pengusunan, Penetapan, dan Pembinaan

Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah. Sebenarnya, Peraturan Menteri

PANRB Nomor 30 Tahun 2Ol2 ini menekhusus pada pilot project reformasi

birokrasi pemerintah daerah terhadap seluruh provinsi serta masing-masing satu

kabupaten dan satu kota, narnun peraturan tersebut belum diganti, sehingga

masih tetap menjadi rujukan oleh pemerintah daerah.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2Ol2 tersebut

diatas, susunan tim reformasi birokrasi pemerintah daerah terdiri dari tim
pengarah dan tim. pada daerah kabupaten, tim pengarah diketuai oleh bupati

denqan wakil ketua adalah wakil bupati- serta sekretaris daerah kabupaten

sebagai sekretaris tim pengarah. Adapun anggota tim pengarah terdiri dari

pejabat terkait sesuai kebutuhan. Susunan tim reformasi birokrasi pemerintah

daerah di Kabupaten Konawe Selatan telah sesuai dengan maksud Peraturan

Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2Ol2 tersebut.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tidak ada inkonsistensi terkait dengan

susunan tirnlorganisasi serta personelnya. Hanya saja, ada faktor kontekstual

berupa oeristiwa-peristiwa manajemen-administratif yang potensial menghambat

bekerjanya tim tersebut secara efektif, yakni mutasi dan promosi jabatan

pimpinan. Antara bulan Januari Tahun 2Ol8 sampai dengan bulan Januari

Tahun 2O2O terjadi empat kali mutasi dan promosi di Lingkup Pemerintah

Daerah Kabupaten Konawe Selatan, yakni :

1. Bulan Januari Tahun 2018, bupati melantik 39 (tiga puluh sembilan) pejabat

pimpinan, terdiri dari pimpinan tinggi pratama dan administrator.
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2. Bulan Agustus Tahun 2018, bupati melantik 55 (lima puluh lima) pejabat

pimoinan. terdiri dari oimoinan tingei oratama. administrator. dan

pengawas.

3. Bulan Oktober Tahun 2079, bupati melantik 40 (empat puluh) pejabat

pimpinan, berupa mutasi, terdiri dari administrator dan pengawas.

4. Bulan Januari Tahun 2O2O, bupati melantik 105 (seratus lima) pejabat

pimpinan, terdiri dari pimpinan tinggr pratama, administrator, dan

pengawas.

Terkait macitinery peiaksanaan programlkegiatan reiormasi birokrasi, hai

yang penting dari promosi dan mutasi serta demosi adalah masalah pemahaman

terhadap program-program reformasi birokrasi yang berimbas pada kemampuan

menYusun dan melaksanakan prograrn-program reformasi birokrasi serta

ketidaksinambungan tugas. Mutasi dan promosi jabatan menyebabkan pejabat

yang tercakup dalam tim reformasi birokrasi perlu rneng-update dan, meng-

upgrade pemahamannya terkait substansi tugas yang baru. Namun, hal tersebut

tidak selalu berjalan lancar dikarenakan kesibukan masing-masing personel

dalam menangani tugas pokok dalam jabatan, dan kurangnya komitmen untuk
melaksanakan reformasi birokrasi. Di sisi lain, karena sistem tata naskah dinas

yang tidak berjalan sesuai aturan. mutasi. dan demosi PNS (.non jobl seringkali

diikuti dengan hilangnya dokumen pembicaraan awal, rancangan program dan

laporan-laporan yang telah dicapai sebelumnya dalam jabatan tersebut. Hal

diatas menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan dalam machinery

pelaksanaan prograrrlkegiatan reformasi birokrasi yang terjadi karena faktor

personal PNS maupun karena tatalaksana yang tidak tertata dengan baik.

2.3. Ketercapaian Sasaran Reformasi Birokrasl Periode Tahan 2016-2021

terkalt Blrokrasi yang Bersih dan Akuntabel. Blrokrasi yang Kapabel.

dan Pelayanan Publik yang Prima.

Aspek evaluasi ketiga terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi periode

Tahun 2014-2079 yang ditekankan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 25

Tahun 2O2O adalah ketercapaian hasil. Hasil desk strtdg menunjukkan bahwa

tim reformasi birokrasi pemerintah daerah telah mengimplementasikan

program/kegiatan reformasi birokrasi yang direncanakan. Keterlaksanaan

kegiatan pada masing- masing progruun pengungkit reformasi birokrasi

dimaksud dapat dilihat padaTabel 4.4.
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Tabel 4.4.
Keterlaksanaan Kegiatan-Kegiatan Pengungklt Perubahan Reformasi

Blrokrasi Perlode Tahun 2016-2021 di Pemerlntah Daerah
Kabupaten Konawe Selatan

1. Manajemen

rcnrholron

2. Penataan

sistem

manajemen

SDM aparatur

1. Pembentukan tim
monaiaman nonrtrolron

2. Penyusunan strategi

manajemen dan strategi

komunikasi

3. Sosialisasi dan

manajemen perubahan

dalam rangka reformasi

D1rokrasl

1. Penataan sistem

pengadaan CASN yang

sesuai dengan

kebutuhan OPD
n r1^-.,-:^:-- .:^t--a^-z. r f.rltsrslcLrr Jd,u4L6Lrr

kosong secara terbuka

(promosi/ lelang jabatan

terbuka) khusus Eselon

II

3. Pengembangan sistem

talenta ASN

4. Analisis jabatan

5. Penyusunan Analisis

Beban Kerja (ABK)

6. Evalr-1a-si;aLra-ta-n

7. Pengembang€rn sistem

penilaian kinery'a

individu

1. Telah terbentuk tim

reforxrasi birokrasi

dengan Keputusan Bu

Konawe Selatan Nomor :

800.5/401 Tahun 2018.

2. Tersusun Road Map

Reformasi Birokrasi

Tahun 2016-2021 sesuai

Peraturan Bupati Konawe

Selatan Nomor 54 Tahun

20t9.

3. Tersusun Rencana Aksi

Tindak Lanjut untuk

2020.

1. Perangkat daerah telah

menyusun kebutuhan

jumlah dan jenis jabatan

PNS berdasarkan analisis
-:-1--4^* l^.^ ^-^l:^:-JauaLarr \lct-Ll cLtlcLl..l.-rs

beban kerl'a, namun

belum menggunakan

aplikasi yang bersifat

elektronik sebagaimana

diatur dalam PP Nomor

11 Tahun 2Ol7,dan

belum sepenuhnya

mengikuti tahapan

pelaksanaan sesuai

Perattrran Menteri PANRB

Nomor 1 Tahun 2O2O

tentan g pedoman analisis

jabatan dan analisis

Program
Pengungkit
Perubahan

Kegiatan yang
Direncanakan

Indikator Keterlaksanaan

L4



8. Penerapan sistem

penilaian kinerja

individu

9. Penyusunan Analisis

Kebutuhan Diklat (AKD)

10. Penyelenggaraan diklat

pegawai berbasis

kompetensi

i i. Penataan tenaga

12. Pengembangan

pegawai

beban keqja.

C Perarealzaf rlaarah falalr

melaksanakan evaluasi

jabatan sesuai Peraturan

Menteri PANRB Nomor 34

Tahun 201 tentang

Pedoman Evaluasi

Jabatan.

3. Teiah ciiiaksanakan

pengembangan pegawai

berbasis kompetensi

melalui Diklatpim dan

Tugas Belajar.

4. Telah dilaksanakan

pengisian jabatan

pimpinan tinggi pratama

secara terbuka, didukung

dengan pembentukan

-^-i+i^ ^^1^l--: .{aa *a*a
l/arrruq gvrv^gr uqrl LqLq

cara penyusunan tata

cara pengisian jabatan

pimpinan tinggi pratama.

5. Telah diterapkan sistem

penilaian kineq'a individu

melalui SKP dan

ELAPKIN.

6. Telah dilaksanakan

pengembangan database

pegawai dalam tlentuk

Sistem Informasi

Manajemen Kepegawaian

(Simpeg) narnun belum

mencakup seluruh

perangkat daerah dan

seluruh PNS.

- 17^-:-.^-- .^--^-1^--- -j-4-.s-i. i\egiaLarf PCIid.L.r..1rr srr,LEru

pengadaan CASN yang
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sesuai kebutuhan OPD

rlarr nare ata ara iarr atra

honorer tidak

terkonfirmasi melalui

dokumen resmi.

3. Penataan

pengawasan

Pemerintah (APIP) sebagai

qualitg essurance and

consulting

3. Peningkatan pengelolaan

aset daerah

1. Telah dilaksanakan

penyelenggaraan sistem

pengendalian intern

pemerintah berciasarkan

Peraturan Bupati Nomor

27 Tahun 2OL8.

2. Telah dilaksanakan

pembangunan zorla

integritas melalui:

keputusan/ Peraturan

Bupati tentang

Pembentukan Satgas

Saber Pungli, ke{a sama

^.,*,^: -^-:l^.1^-oLlr Yvr Pvrr[cLrarr

integritas, pedoman

pengendalian gratifi kasi,

darr pembentukan unit
pengendali gratifikasi

dilingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten

Konawe Selatan.

1. Penerapan Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP)

ciiiingkungan Pemerintah

Daerah

2. Peningkatan peran A

Pengawasan Internal

4. Penataan

akuntabilitas

kineqa

1. Penguatan sistem

akuntabilitas kine{a

instansi pemenntah

2. Evaluasi kinerja

3. Penyusunan Indikator

Kinerja Utama (IKU)

4. Pembangunan dan

pengembangan sistem

manajemen kinerja

or ganisasi berbasis u.,eir

5. Pembangunan dan

1. Telah dilakukan

penguatan SAKIP melalui

penj/erasian Ren.stra,

dokumen rencana aksi,

dokumen keteflibatan

pimpinan, pedanjian

kinerja, penyusunan

laporan akuntabilitas

kinerja, sosialisasi dan

peialiiran perry usurrarr

LAKIP.
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2. Telah dilakukan
Donrrrr or r n an TnrliLotnr

Kinerja Utama (IKU)

3. Kegiatan perlrbang.)nain

dan pengembangan

organisasi berbasis rzeb

tidak dapat terkonfirmasi

meiaiui ciokumen resmi.

4. Kegiatan pembangunan

dan pengembangan

sistem transoaransi

anggaran publik berbasis

utebndak dapat

terkonfirmasi melalui

dokumen resmi.

sistem manajemen

pengembangan sistem
tranonaronsi ancaoraaLr ur^vl/qa q

publik berbasis uteb.

1. Internalisasi dan

standar pelayanan di
-^aj-.^ :-^a-- -: -.^----l:-sg LraP rllsLcLrrDr PcrrJ cu.rct

layanan

2. Penerapan standar

pelayanan di setiap

satuan/unit keq'a

3. Monitoring dan evaluasi

penerapan standar

pelayanan

4. Internalisasi dan

standar pelayanan

minimal cli -setiap instansi

penyedia layanan

5. Penerapan SPM pada

penyelenggara urusan

wajib di daerah

6. Monitoring dan evaluasi

penerapan Standar
n i . l?ahaa\reray iC.IIi:U I .wIII IlIIIar ( D rlvl,

7. Penanganarl pengaduan

5. Peningkatan

kualitas

-^1^---- ^-^PEr.1J i1llar.rr

publik

1. Telah dilaksanakan

penyusunan dan
-^ -+^- .tr ^..PErr.El d,Pa1r I D Lcl,r lL,ta1r.

pelayanan, evaluasi

standar operasional

pelayanan, sosialisasi

budaya pelayanan prima

di instansi pelayanan

publik.

2. Telah dilakukan

pengelolaan pengaduan

namun belum berbasis

ttp.h

3. Telah dilakukan mapping

regulasi pada sebagian

instansi pelayanan

publik.
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masyarakat terhadap
nalarronan -rrtrliL

6. Penataan dan

penguata.n

organisasi

7. Penataan

peraturan

pemndang-

undangan.

1. Penataan tugas dan

fungsi satuan/ unit keq'a

pemerintah daerah

Kabupaten Konawe

Selatan

2. Penguatan dan penataan

satuan/un1t ker1a yang

menangani

organisasi, tatalaksana,

pelayanan publik.

kepegawaian, dan diklat

l. Reuieu dan sinkronisasi

peraturan dengan

peraturan yang lebih

tinggi

2. Penataan berbagai

peraturan perundang-

undangan

3. Bimtek legal drafing

4. Sosialisasi-regulasi untuk

naemudahkan naa

mengakses peraturan

perundang-undangan

5. Penerapan naskah

akademik dalam

perumusan peraturan

perundang- undangan

1. Telah dilaksanakan

penguatan kelemb agaan

melalui perubahan

Peraturan Daerah (Perda)

tentang pembentukan

perangkat daerah, dan

Peraturan uupatl tentang

kedudukan, susunan

organisasi, tugas dan

fungsi- serta tata ke4'a

seluruh perangkat

daerah.

2. Telah dilaksanakan

evaluasi kelembagaan

namun tindak lanjut

evaluasi baru di sebagian

-1--a l- ^--l^Pgr d,rrtsr\4L \ld.cr d.lr.

1. Telah dilakukan

harmonisasi Perda dan

Peraturan Bupati, namun

masih terbatas pada

tatakelola internal

pemerintah daerah yakni

pembentukan perangkat

daerah, susunan

organisasi dan tata kerja

perangkat daerah,

pemilihan kepala desa,

dan pengadaan barang

dan jasa, sedangkan yang

terkait dengan pelayanan

publik masih terbatas.

2. Telah dilakukan Bimtek

iegai cirttfiing d,an

sosialisasi akses regulasi.
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3. Telah ada Peraturan
R.r r nati tarlzoit nar{nm an

penyusunan naskah

akademik dalam

perumusan peraturan

perundang-undangan

namun penerapannya

tidak dapat dikonfirmasi

<iengan ciokumen resmi.

1. Validasi dokumen SOP

penyelenggaraan tugas

dan fungsi OPD

2. Internalisasi dan asistensi

penyusunan SOP dalam

rangka penyatuan

persepsi tujuan dan

sasaran penyusunan dan

penerapan SOP
a n^.^^---^-.^ (\r\T) ^-1...^--l^J. r crlEl6tlJd.rr o\Jr sclLll Llrr

OPD

4. Membangun sistem

pengelolaan Data base

SOP

5. Monitoring dan evaluasi

penerapan SOP

6. Internalisasi Master Plan

e- olfice/e- gouernment

7. Penerapan Master Plan e-

offce/e- gouerrrn?nt

8. Pengembangan official

utebsite Kabupaten

8. Penataan

Tatalaksana

1. Kegiatan yang

direncanakan dan yang

dilaksanakan tidak

semuanya sinkron.

Kegiatan yar:g dilakukan

Tahun 2O2O adalah

penyusunan peraturan

tentang pedoman peta

bisnis dan penetapan

- ..r.. 1^.:-.--:- ^--*^-.:^- --.'PCLa UTSTUS Ur. Eaa,rrrsctDr

pemerintah daerah.

2. Telah dikembangkan

layanan kepegawaian

berbasis elektronik

melalui e-Absensi dan

Simpeg narnun belum

diterapkan secara efektif.

3. Telah dikembangkan

layanan perencanaan,

penganggaran, clan

kineda berbasis

elektronik namun belum

terintegrasi.

4. Telah dikembangkan

keterbukaan informasi

publik melalui perjanjian,

kesepakalan bersarla,

kontrak kerja dan surat
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perintah kerja namun
nahc-onaahrzo Lralrrm

optimal.

5. Kegiatan-kegiatan Tainnya

tidak dapat dikonfirmasi

melalui dokumen resmi.

9. Mindsef dan

culfitre-set

aparatur

1. Menegakkan etika

aparatur
'2. Menegakkan kedrsrplrnan

ASN

3. Penyelesaian sengketa

ASN

4. Membarlgun sistem yang

Mendukung terciptanya

profesionalitas ASN

5. Meningkatkan kinerja

aparatur melalui

kelompok-kelompok ke{ a
I ^-^ f^-----^^ *--^r^*: ^-^ ^lLlal,ll rul Luu Pr\Jrgsr\rrrd,r

6. Menyusun pedoman

budaya kerja yang

berorientasi pada

pembelajaran

Kegiatan pada area ini
tidak dapat dikonfirmasi

dengan dokumen karena

penyusunan hasil

penilaian reformasi

birokrasi sepenuhnya

mengacu kepada 8

(delapan) area perubahan

dan 8 (delapan) program

pengungkit perubahan

sebagaimana yang

ditetapkan dalam
n^--- a----- -- l a---4- --.: T'r a lTnf-l
-trErd.Ltll a,lr rvlEllLEr I r r1.llr\rJ

Nomor 11 Tahun 2015

dan Peraturan Menteri

PANRB Nomor 25 Tahun

2O2O yang berbeda

dengan Roa.d Map

Reformasi Birokrasi

dalam Peraturan Bupati

Kabupaten Konawe

Selatan Nomor 54 Tahun

2n1 q

1

1. Kegiatan-kegiatan dalam

area ini telah dicakuP

dalam uraian tentang

area-area perubahan

pada butir 1 sampai 8

diatas.

10. Monitoring,

evaluasi, dan

pelaporan

1. Monitoring

2. Evaluasi Tahunan

3. Evaluasi menyeluruh
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Data diatas menunjukkan bahwa keterlaksanaan kegiatan pada 10

(sepuluh) program pengungkit perubahan Reformasi Birokrasi oeriode Tahun

2016-2021 di Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan belum optimal.

Keterlaksanaan kegiatan yareg belum optimal terlihat dari :

1) Sebagian dari kegiatan yang direncanakan/ditetapkan dalam Road Mapndak

diimplementasikan.

2l Sebagian dari kegiatan yang direncanakal/ditetapkan dalam Road Map dan

yang diimplementasikan tidak mencakup atau tidak diterapkan di seluruh

oerangkat daerah.

3) Sebagian dari kegiatan yang direncanakan/ditetapkan dalam Road Map dan

yang diimplementasikan hanya bersifat parsial.

4) Sebagian dari kegiatan yang diimplementasikan dan dilaporkan adalah yang

tidak direncanakan/ditetapkan dalam Road Map.

5) Sebagian dari kegiatan yang direncanakan/ditetapkan dalam Road Map dan

diimplementasikan tidak dapat dilaporkan secara terpisah karena

bertumpang-tindih dengan kegiatan lainnva.

Tidak optimalnya keterlaksanaan kegiatan pada 10 (sepuluh) program

pengungkit perubahan reformasi birokrasi periode Tahun 2016-2021 di

Pemerintalr Daerah Kabupaten Konawe Selatan disebabkan oleh beberapa

faltor, antara lain lemahnya kompetensi dan disiplin PNS, rendahnya kineda

PNS, orientasi keq'a yang masih lebih kuat pada pemenuhan dokumen saja dan

belum berorientasi outcomes, belum tumbuh dan menguatnya budaya kineq'a,

dan belum kuatnya integritas pegawai, serta lemahnya pengendalian internal.

Sejalan dengan terlaksananya program/kegiatan perubahan reformasi

birokrasi seperti yang digambarkan diatas, terdapat pula outcomes dan dampak

pada oencaoaian sasaran reformasi birokrasi periode Tahun 2016-2021. Tiga

sasara.n reformasi birokrasi dimaksud adalah birokrasi yang bersih dan

akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima.

Pencapaian ukuran keberhasilan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2016-

2O2l yang dianjurkan dalam Peraturan Menteri (Permen) PANRB Nomor 25

Tahun 2O2O adalah :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel, diukur dengan :

a. Ooini WTP atas laporan keuansan:

b. Tingkat kapabilitas APIP;

c. Tingkat kematangan implementasi SPIP;

d. Skor B atas SAKIP; dan

e. Penggunaan e-proatrement terhadap belanja pengadaan.
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2. Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel), diukur dengan :

a. Indeks reformasi birokrasi rata-rata;

b. Indeks profesionalitas ASN; dan

c. Indeks e-gouernmentl SPBE.

3. Pelayanan publik berkualitas, dikur dengan :

a. Integritas pelayanan publik (daerah);

b. Survei kepuasan masyarakat; dan

c. Indeks pelayanan publik.

Untuk penyajian pencapaian ukuran keberhasilan Road Map Reformasi

Birokrasi Tahun 2016-2021, Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2O2O

menganjurkan penyajian keadaan baseline (Tahun 2015), target Tahun 2019,

dan realisasi Tahun 2019. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan pergerakan

dari situasi alpha k-e sit-uasi onega sebagaiurana j.ang dian,islpsn dalana litera+.ur

model reformasi birokrasi terkini, seperti model Neo Weberian State yang sudah

diuraikan da-lam bagian terdahulu. Namun, penelitian ini tidak dapat mengikuti

model penyajian yang dianjurkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 25

Tahun 2O2O karena dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Kabupaten Konawe Selatan tidak tercantum keadaan baseline (Tahun 2015)

dan target Tahun 2019, sehingga data yang disajikan hanyalah realisasi Tahun

2Oi9, sebagaimana yang rerrera pacia Tabei 4.5.

Tabel 4.5.
Pencapaian Ukuran Keberhasilan Road. Map Reformasl Birokrasi Tahun

2016-20121 Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan

1 Birokrasi yang

bersih dan

akuntabel

Opini WTP atas laporan

keueurgeur

Tingkat kapabilitas APIP

WTP Tahun 2016,2017,
i 6a< a I atrhh(laJf zu lo, clall w l)r

Tahun 2Ol9

- Hasil leueling lembaga

penga-wasan, sesrtai

SAKIP inspektorat

Tahun 2019 adalah

kategori cukup (65%o

s/d <85%).

- l,evel 3 (integratedl

sesuai LAKIP Pemda
m 1 aalaIAJIUII ZU IY.

Realisasi Tahun 2OL9No.
Sasaran

Reformasl
Birokrasi

Indikator
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Tingkat kematangan

irupieruerrLasi SPiF

Terdefinisi (3 pada skala
a -l . T a T-th n tU-C, SeSUaI rJAnJr reIII(la

Tahun 2019.

Skor B atas SAKIP Nilai B Tahun 2Ol7

2018, ,:lan 2o19

Tidak tersedia

Birokrasi yang

efisien dan

efektif kapabel

Indeks 3,46 dalam skala

4, masih terdapat

ke senj angan pelayanan.

Sumber: RKPD, 2O2O

Hasii evaiuasi terhadap outcornes rei<rrmasi birokrasi periocie Tahurr 20i6-
2O2l di Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan bahwa

pencapaian yang menggembirakan dan konsisten baru menyangkut kematangan

SAKIP. Adapun pencapaian indikator-indikator lainnya belum menggembirakan.

Selain itu, karena pada sebagian besar indikator pencapaian tidak terdapat

angka baseline ataupun angka target, maka kita tidak dapat memastikan apakah

reformasi birokrasi pada periode Tahun 2016-2021 di Pemerintah Daerah

Kabupaten Konawe Selatan tersebut mengarah dari situasi alpha ke situasi

omega melalui lintasan sebagaimana yang dianjurkan dalam model reformasi

birokrasi terkini seperti NPM dan NWS. Demikian juga, kita tidak dapat

memastikan anakah kegiatan-kegiatan -vang ditetapkan dalam Road Map

Reformasi Birokrasi seluruhnya benar-benar bersifat sensitif terhadap indikator-

indikator sasaran reformasi birokrasi atau tidak. Tingkat keterlaksanaan
23

2

Penggunaarl e-

procurement

terhadap belanja

pengadaan

Indeks Reformasi

Birokrasi

49.85 kategori C

Indeks Profesionalitas

ASN

47,OT kategori sangat

rendah

Indeks e-Government

/SPBE

Tidak tersedia

Integritas pelayanan

publik (daerah)

Tahun 2Ol7-2O19

fluktuatif.

Peringkat tinggi

Tahun 2Ol9

3 Pelayanan

publik

berl<ualitas

Survei Kepuasan
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kegiatan/program dan pencapaian Attcomes yang rendah sebagaimana yang

diuraikan diatas konsisten denean situasi umum reformasi birokrasi yang tidak

memiliki skenario, tidak memiliki kebijakan spesifik yang dituangkan dalam

Road Map yang selaras dengan pengarahan nasional, pengembangan program

pengungkit perubahan dan kegiatan yang tidak konsisten dan tidak terintegrasi,

dan machinery pelaksanaarl yang tidak berfungsi dengan efektif.

2.4. Tantangan dan Hambatan Reformasi Bir,okrasl Perlode Tahun 2O16-

2O2l di Kabupaten Konawe Selatan

Pelaksanaan reformasi birokrasi periode Tahun 2016-2021 di Kabupaten

Konawe Selatan dalam seluruh tahapannya menghadapi banyak hambatan dan

tantangan. Tantangan dan hambatan berasal dari internal maupun eksternal

pemerintah daerah. Sesuai hasil analisis PESTLE, ada tiga tantangan dan

hambatan utama pelaksanaan reformasi birokrasi, yakni inkompetensi ASN,

keterbatasan infrastruktur teknologi, dan minimnya inovasi politik.

l.Inkompetensl ASN

Kompetensi adalah prediktor yang signifikan dari kinerja jabatan yang

superior. Kine{a jabatan yang superior dihasilkan oleh orans yang komoeten.

Kompetensi pegawai ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2Ol4 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2077 tentang Manajemen PNS

mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial

ku1tural. Kompetensi tergambar dari kualifikasi pendidikan formal dan Diklat

PNS. Hal ini berbeda dengan pengertian kompetensi yang digunakan dalam

Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2Ol8 tentang Pengukuran Indeks

Profesionalitas ASN di mara komoetensi dibatasi hanva oada Diklat (Pendidikan

dan Pelatihan).

Tantangan dari aspek kompetensi bagr PNS di Pemerintah Daerah

Kabupaten Konawe Selatan adalah kualifikasi pendidikan tidak secara riil
menggambarkan kompetensi jabatan yang sesungguhnya. Secara umum,

kualifikasi PNS sudah relatif baik, di mana sekitar 600/0 dari PNS yang ada

mempunyai kualifikasi pendidikan universitas. Namun, banyak PNS

ber-oendidikan universitas tersebut yang tidak mamou bekerja seca-ra tim,

bahkan enggan bekerja di dalam tim, minim inovasi, dan minim motivasi.

Kompetensi PNS secara umum rendah, dikarenakan Diklat PNS yang sangat

terbatas. Sebagian besar dari pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator,

dan pengawas tidak memiliki jenjang Diklatpim yang sesuai dengan jabatan
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tersebut. Pelaksanaan Diklatpim yang mengacu kepada pola baru sesuai arahan

PP Nomor I 1 Tahun 2017 tentang Mandemen PNS sama sekali belum

diterapkan. Sebagian besar dari pegawai staf belum mendapat kesempatan

untuk ikut Diklat teknis dan fungsional pada bidang dan jenjangy{tg sesuai.

Lemahnya kompetensi dan kinerja PNS diperburuk lagi oleh rendahnya

disiplin. Pelanggaran terhadap ketentuan jam masuk dan pulang kantor, tidak

tepat waktu menghadiri rapat atau undangan kedinasan, dan malas bekerja

atau tidak serius bekeq'a selama berada di kantor ketika tidak ada pimpinan

yang mensawasi. masih merupakan fenomena umum di perangkat daerah

Kabupaten Konawe Selatan. Disisi lain, masih terdapat patologi birokrasi yang

memperburuk tatalaksana di instansi pemerintah daerah. Dalam sambutannya

pada seminar akhir penelitian ini, Sekretaris Badan Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Konawe Selatan mengungkapkan bahwa kepatuhan

pada hirarki sangat rendah. Seringkali terjadi pegawai staf menghadap langsung

ke pimpinan level menengah (administrator) tanpa sepengetahuan atasan

Lanesungnya. pimpinan level bawah (pengawas) menghadap langsung ke

pimpinan tertinggi (kepala) tanpa sepengetahuan pimpinan level menengah

(administrator) bahkan menghadap langsung ke Bupati tanpa sepengetahuan

pimpinan level atas (kepala). Ketidakpatuhan pada prosedur dan hirarki

berakibat tidak be4'alannya pengendalian intern, bahkan tidak terlaksananya

tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan internal. Pada gilirannya, hal

tersebut berdampak negatif pada pelaksanaan reformasi birokrasi, mulai dari
pengembangan Drosrarn. penvusunan kegiatan. sampai pelaporannva yang

sesuai standar-standar dari pusat maupun yang terdokumentasi dalam

perencanaan awal yang telah ditetapkan

O IIaCaotraCa-^- f*fmalarl-C..-'Fofr-ataala. llvLvagqGqsell lalals-GlBnGBr avnarvavSr

Infrastruktur teknologi mencakup komponen fisik teknologi. Infrastruktur

teknologi terpenting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya maupun

program pembangunan daerah umumnya adalah jaringan listrik. Sebagian besar

dari program dan kegiatan reformasi birokrasi mencakup pemanfaatan teknologi

informasi yang membutuhkan perangkat berbasis listrik. Saat ini, kapasitas

penyediaan tenaga listrik di Kabupaten Konawe Selatan secara umum telah

dapat memenuhi kebutuhan ideal, namun secara teknis masih sering terjadi

pemadaman listrik yang berdampak pada penggunaan stabilitas dan kelancaran

penerapan aplikasi / perangkat kerj a berbasis listrik.
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Komponen fisik teknologi yang kedua adalah jaringan internet, khususnya

akses internet berkecepatan tinggi. Ketersediaan akses internet yang

berkecepatan tinggi di Kabupaten Konawe Selatan saat ini belum dapat
memenuhi kebutuhan ideal untuk penyelenggaraan sistem pemerintahan e-

gouerrlment secara efisien dan efektif. Disisi lain, pengadaan jaringan internet

berkecepatan tinggi untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan desa dengan

memanfaatkan Dana Desa (DD) belum berjalan dengan baik sesuai prinsip-

prinsip yang ditetapkan, bahkan masih menjadi bidang perhatian khusus dari

aparat pensawasan dan penegak hukum-

3. Minim Inovasi Polttik

Dalam pembangunan berbasis demokrasi, seperti reformasi birokrasi,

inovasi politik seharusnva meniadi ideal dan strategis. Tiga fitur inovasi politik.

yakni inovasi struktur/institusi, inovasi proses, dan inovasi kebijakan, ketiganya

seharusnya menjadi pengungkit reformasi birokrasi. Hasil-hasil penelitian

mengungkapkan bahwa institusi dan proses politik masih minim inovasi.

Pemerintah telah lama mendorong penyederhanaan Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) menuju struktur organisasi yang tepat ukuran. Namun, analisis

isi dokumen peraturan daerah terkait penataan perangkat daerah di Kabupaten

Konawe Selatan menuniukkan bahwa selama kurun waktu Tahun 2016-2021

penyederhanaan struktur belum mendapat perhatian, bahkan yang terjadi

adalah sebaliknya yakni peningkatan kompleksitas struktur organsiasi yang

tidak sejalan dengan maksud reformasi birokrasi.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Konawe Selatan

secara keseluruhan menganut pola maksimal. Sebagai contoh: Sekretariat

Daerah (Tipe A) menganut struktur maksimal dengan 3 asisten, 3 staf ahli, dan

12 bagtan: Inspektorat Daerah (Tioe AI terdiri atas sekretaris dan 4 inspektur

pembantu wilayah; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe A) terdiri

atas sekretaris, 4 bidang, dan 4 UPTD. Perda Nomor 8 Tahun 2076 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan telah

dua kali diubah, pertama dengan Perda Nomor 1 Tahun 2Ol8 dan kedua dengan

Perda Nomor 10 Tahun 2019. Namun, perubahan-perubahan tersebut semuanya

mengarah pada pelembagaan struktur organisasi yang kompleksitas.

Kompleksitas adalah banSzaknva tingkat diferensiasi vertikal. horizontal. dan

spasial yang dilakukan dalam pembagian keda. Secara logis, semakin kompleks

organisasi, semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol, dan komunikasi yang

efektif, sehingga pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit bekerja dengan

baik.
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Disisi lain, meskipun kompleksitas struktur organisasi makin meningkat,

sebagaimana terlihat dari peninskatan dalam tipe perangkat daerah yang diikuti
dengan penambahan unit-unit utamanya, tetapi tidak ada proses yang

mendorong desentralisasi. Peraturan-peraturan yang diadopsi cenderung

melembagakan sentralisasi. Hanya dalam kasus Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) terdapat pelimpahan

kewenangan pengelolaan dan penandatanganan perizinan kepada dinas,

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor

1O Tahun 2018. Dalam kasus penataan struktur Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil (Disdukcapil), yang terjadi bukan desentralisasi tetapi

pembentukan UPTD di kecamatan. Bagi organisasi yang strukturnya besar,

seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), sentralisasi

dapat mengakibatkan organisasi tersebut bergerak lamban. Meskipun UPTD

sebagai unit organisasi tingkat bawah yang berada dekat dengan masyarakat,

tetapi kewenangan tetap ada pada kepala dinas.

Penvusunan Perda tentane pembentukan oerangkat daerah meruoakan

tugas bersama antara pemerintah daerah (birokrasi) dan institusi politik. Namun

demikian, baik birokrasi maupun institusi politik (DPRD) keduanya belum

mendorong penyederhanaan organisasi guna mewujudkan prinsip tepat fungsi

dan tepat ukuran (nght sizingl berdasarkan beban kerja. Pemerintah daerah

maupun institusi politik sama-sama berkepentingan dengan struktur birokrasi

yang maksimal atau gemuk. Struktur birokrasi yang gemuk identik dengan

jumlah jabatan yang ban_vak dan jumlah anggaran yang besar yang keduanya

instrumental dalam merealisasikan j anji-janj i politik saat berkampanye.

Sejumlah regulasi yang terkait dengan reformasi birokrasi, yakni Perpres

Nomor 81 Tahun 2OlO, Peraturan Menteri PANRB Nomor ll Tahun 2015, dan

Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2O2O, semuanya mengacu kepada

model-model reformasi birokrasi terkini, seperti Weberian, Manajemen Publik

Baru, maupun Neo Webeian State (NWS) yang mengedepankan efisiensi da:r

efektivitas. Gagasan efisiensi dan efektivitas ini diterjemahkan menjadi or:insip

tepat fungsi dan tepat ukuran (nght sizingl berdasarkan beban kerl'a yang

dilakukan dalam bentuk perampingan struktur dan desentralisasi sebagai syarat

bagi penerapan sistem merit dan perbaikan pelayanan publik menuju dynamic

gouentment. Fakta yang ditemukan di Kabupaten Konawe Selatan, baik

pemerintah daerah maupun institusi politik keduanya belum bersinergi

mendorong penyederhanaan struktur organisasi dan desentralisasi

oemerintahan.
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2.5. PembelaJaran yang Dapat diambil dari Pelaksanaan Reformasi

Blrokrasl Periode Tahun 2O16-2O2L di Kabupaten Konawe Selatan

Data dan hasil analisis empiris tersebut diatas menunjukkan beberapa

pembelajaran berharga yang dapat diambil dalam rangka untuk lebih

mengefektifkan pelaksanaan reforrnasi birokrasi neriode Tahun 2O2O-2O24 di

Kabupaten Konawe Selatan, sebagai berikut :

1. Peran dan komitrnen pimpinan politik

Pimpinan politik di daerah terdiri dari kepala daerah dan DPRD.

Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah tidak

terlepas dari peran dan komitmen kedua pimpinan politik tersebut untuk
mendorong inovasi struktur dan kebijakan menuju institusi yang tepat fungsi

dan tepat ukuran (.nght sizingl berdasarkan beban keria.

2. Stabilitas karir PNS

Stabilitas karir PNS mengacu kepada pengembangan PNS yang berbasis

profesionalitas dan etika profesi serta bebas dari intervensi politik. Birokrasi

memerlukan stabilitas karir agar para birokrat dapat beke4'a dengan fokus dan

mengalami pengembangan yang berkelanjutan. Di dalam birokrasi yang

menjamin stabilitas karir, pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan secara

fokus/ terarah dan berkelanjutan.

3. Program yang fokus/terarah dan terintegrasi

Beberapa lembaga/pemerintah daerah telah berhasil memaksimalkan

kineg'a orsanisasi mereka melalui penvusunan prograrn yang fokus/terarah dan

menerapkan pendekatan kolaborasi, integrasi, dan koordinasi yang lebih intens

di antara unit kerja. Pengembangan program dan kegiatan reformasi birokrasi

harus benar-benar fokus/terarah dan terintegrasi serta didukung dengan SDM

aparatur yang professional dan pengawasan yang efektif.

4. Kompetensi ASN

Beberapa lembaga/pemerintah daerah berhasil dalam memaksimalkan

kine{a. reformasi birokrasi mereka mela-lui inovasi program. yakni pemilihan

program yang demand.-based, sensitif terhadap indikator- indikator sasaran

reformasi birokrasi, serta program-program rutin dan berskala kecil disusun

ulang dan dikembangkan menjadi sebuah program baru yang lebih besar.

Kompleksitas program baru yang lebih besar tersebut ditangani melalui

kolaborasi, integrasi dan koordinasi yang lebih intens, dan menjadi momentum

untuk merubah budaya dan mindset ASN agar lebih inovatif dan kolaboratif.
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Operasi organisasi sektor publik, termasuk pemerintah daerah, sangat

ditentukan oleh konteksnva. Dengan konteks dimaksudkan sebagai peluang dan

kendala situasional yang mempengaruhi teq'adinya keputusan dan tindakan

administratif/organisasional. Proses maupun outcomes reformasi birokrasi di

pemerintah daerah sangat tergantung pada peluang dan kendala situasional

dilingkungannya. Lingkungan bagi reformasi birokrasi di pemerintah daerah

dapat dibedakan ke dalam dua level, yakni lingkungan umum sebagai konteks di

mana birokrasi pemerintah daerah beroperasi, dan isu strategis yang

meruoakan konten yang ber^oengaruh signifikan dalam proses reformasi

birokrasi tersebut.

3.1. Llngkungan Reformasl Blrokrasl Tahun 2O2O-2O24 dt Kabupaten

Konare Selatan

Lingkungan umum reformasi birokrasi di pemerintah daerah mencakup

lingkungan politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan fisik.

Namun demikian. hasil analisis PESTLE mengungkap tiga dimensi lingkungan

yang relevan bagi reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe

Selatan yakni lingkungan politik, hukum, dan teknologi. Adapun dimensi

ekonomi, sosial, dan lingkungan fisik secara umum kurang relevan dengan

reformasi birokrasi pemerintah daerah, yakni tidak memiliki pengaruh yang

signifikan dan sedikit kemungkinan untuk terjadi dalam waktu singkat ke

depan. Ketiga dimensi lingkungan yarlg relevan terhadap pelaksanaan reformasi

birokrasi di Pemerintah Daerah Kabuoaten Konawe Selatan diuraikan di bawah

ini.

3.1.1. Linghungan Politlk

Politik mempunyai makna sederhana sebagai aktivitas pemerintah,

anggota- anggota dari laut-making organizations, dan komunitas yang berusaha

mempengaruhi cara suatu negara diatur. Situasi konkret di dalam aktivitas

politik adalah persaingan untuk sumber daya yang langka di antara kelompok-

kelompok dan isu-isu. Masing-masing kelompok tertentu biasanya mengusung

isu-isu tertentu yang penyelesaiannya membutuhkan sumber daya, sedangkan

secara umum ketersediaan sumber daya bersifat terbatas. Dengan persaingan

tersebut. maka politik berdampak pada birokrasi. Namun. birokrasi juga telah

lama diakui dalam literatur sebagai aktor utama dalam arena politik.
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Lingkungan politik di pemerintah daerah direpresentasikan oleh dua

struktur utama. yakni Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (DPRD) dan kepala

daerah (Bupati). Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan yang sekarang

adalah periode Tahun 2019-2024 yang dilantik pada bulan September Tahun

2Ol9 dan baru bekerl'a sekitar 14 (empat belas) bulan. Anggota DPRD be{umlah

35 orang, diisi dengan kekuatan partai politik yang relatif kompetitif. Lima partai

politik utama meliputi Partai Golkar (6 kursi), Partai Gerindra (5 kursi), Partai

Nasdem (5 kursi), Partai PDIP (5 kursi), dan Partai Demokrat (4 kursi). Adapun 6
(enaml partai politik lainnya memiliki jumlah kursi yang lebih kecil. yakni Partai

PAN, Partai Hanura, Partai PKB, Partai PBB, Partai PPP, dan Partai PKS.

Komposisi ini relatif ideal untuk memfasilitasi proses-proses yang lebih

demokratis, karena tidak ada mayoritas tunggal. Dari keseluruhan anggota

DPRD Kabupaten Konawe Selatan periode Tahun 2Ol9-2O24, sebagian besar (20

orang) adalah anggota baru, sedangkan 15 orang lainnya adalah incumbent.

Komposisi ini ideal untuk memfasilitasi masuknya gagasan-gagasan baru dan

juga untuk Droses pembel4aran dari oengalarnan sebelumnya.

Bupati Kabupaten Konawe Selatan periode Tahun 2016-2021 hingga

periode saat ini (Tahun 2O2l-2O251 sebagai Bupati pemenang dalam Pemilihan

Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan (H. Surunuddin Dangga, S.T., M.M)

merupakan politisi senior dari Partai Golkar. Pada pemilihan umum kepala

daerah Tahun 2015, tiga partai politik yang mengusungnya adalah Partai

Golkar, Pa-rtai Hanura, dan Partai Bulan Bintang (PBB). Kapabilitas dan

komitmennya untuk memimpin birokrasi dan bermitra dengan DPRD tidak

diragukan. Ia mengawali karir di birokrasi hingga menduduki jabatan manajer

proyek dan pemimpin bagian proyek hingga Kepala Pekerjaan Umum (PU)

Wilayah Kota Kendari Selatan/Buton Daratan Tahun 1984-1995 sebelum

akhirnya resign. Pengalaman politiknya yang utama adalah Anggota MPR-RI

Utusan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua DPRD Kabupaten Konawe

Selatan, dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Di partai politik, ia
pernah menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Konawe Selatan dan Wakil

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengalamannya sebagai

birokrat dan politisi sangat memungkinkan untuk mengarahkan dan membina

birokrasi pemerintah daerah dan menjalin komunikasi yang harmonis dengan

DPRD sebagai mitranya dalam pemerintahan daerah.

Lingkungan politik di Kabupaten Konawe Selatan sangat kodusif bagi

reformasi brokrasi di pemerintah daerah. Berbeda dengan lingkungan politik di

banyak daerah lain. di Kabupaten Konawe Selatan secara relatif tidak ada
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politisasi dan kooptasi politik terhadap birokrasi. Dengan kondisi seperti ini
tercipta netralitas birokrasi yang dapat menjadi tangga untuk menciotakan

aparatur yang profesional dan kompeten. Meski demikian, keharmonisan antara
birokrasi, pimpinan politik birokrasi, dan institusi politik daerah masih kurang
mampu mendorong inovasi struktur dan proses politik terkait kebijakan daerah.

Seperti yang sudah diuraikan di muka, dalam beberapa Tahun terakhir relatif
tidak ada inovasi politik yang mengarah pada penyederhanaan struktur dan

proses birokrasi. Hal ini terjadi karena masing-masing aktor politik tersebut

berkeoentingan dengan struktur birokrasi vans gemuk. Struktur birokrasi yang

gemuk dicirikan dengan jumlah jabatan dan anggaran yang besar yang

keduanya merupakan instrumen bagi pemenuhan kepentingan elit para

pemimpin politik tersebut. Fakta ini mendukung proposisi teori birokrasi dan

teori elit politik sebagaimana yang telah dikemukakan dalam uraian terdahulu.

3.1.2. Llngkungan Hukum

Hukunn secara k-onseptual naenunjuk pada sistem peraturan yang diakui
oleh suatu negara sebagai pengatur tindakan para anggotanya dan yang dapat

ditegakkan oleh negara tersebut. Hukum sebagai suatu sistem memiliki tiga

komponen, yaitu : struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Struktur hukum menunjuk pada institusionalisasi atau kelembagaan dalam

keberadaan dan penegakan hukum. Substansi hukum menunjuk pada produk

yang dikeq'akan dan dihasilkan oleh orang-orang dalam struktur hukum, yang

berupa putusan dan ketetapan. Budaya hukum menunjukkan pola perilaku

individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan orientasi umum

terhadap kehidupan hukum. Keprihatinan utama dalam hukum adalah

lemahnya penegakan hukum. T\rjuan utama penegakan hukum adalah untuk

mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam

masyarakat. Kendala penegakan hukum dapat muncul terutama karena

keterpurukan dalam satu atau lebih unsur sistem hukum tersebut diatas.

Kabupaten Konawe Selatan sebasai suatu level rremerintahan daerah

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai pilar-pilar

sistem hukum sebagaimana disebutkan diatas. Struktur hukum di Kabupaten

Konawe Selatan meliputi pengadilan, kejaksaan, kepolisian, advokat, dan

lembaga penegak hukum yang secara khusus diatur oleh undang-undang.

Namun, dalam konteks pemerintahan daerah, struktur hukum juga mencakup

kepala daerah dan institusi DPRD yang salah satu fungsinya adalah legislasi,

yakni bersama kepala daerah membentuk oeraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
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Indonesia Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,

produk hukum daerah bersiflat pengaturan dan penetapan. Produk hukum
daerah yang bersifat pengaturan mencakup peraturan daerah, peraturan kepala

daerah, peraturan bersama kepala daerah, dan peraturan DPRD- Sedangkan

produk hukum daerah yang bersifat penetapan mencakup keputusan kepala

daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan

kehormatan DPRD. Kepala daerah maupun DPRD Kabupaten Konawe Selatan

telah membuat dan menghasilkan berbagai substansi hukum tersebut diatas.

Demikian juga, orang-orang dalam struktur hukum daerah tersebut terus

ditingkatkan kompetensi dan sinergitasnya. Inspektorat Daerah Kabupaten

Konawe Selatan menjadi tangan kanan Bupati Kabupaten Konawe Selatan

dalam penegakan hukum di dalam birokrasi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan terus berupaya melakukan

penataan regulasi dan pembaruan substansi hukum, terutama yang berkenaan

dengan tata kelola dan pelayanan publik. Perangkat daerah terus melakukan

penguatan institusi dalam Droses pembentukan peraturan perundane-

undangan, pelembagaarl mekanisme legislasi daerah dan evaluasi regulasi ke

dalam siklus penyusunzrn peraturan perundang-undangan, optimalisasi

partisipasi publik, dan dukungan basis data regulasi berbasis teknologi

informasi. Berbagai bentuk produk hukum daerah telah dapat menyediakan

basis legal bagr tahapan proses penyusunan kebijakan, perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pembangunan

daerah. Namun. sebagian dari produk hukum daerah yang terkait dengan

kebutuhan birokrasi di Kabupaten Konawe Selatan belum ditindaklanjuti

dengan prosedur operasional standar yang memadai dan pelaksanaan yang

sesuai. Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2Ol9 oleh

Kementerian PANRB yang disampaikan kepada Bupati Kabupaten Konawe

Selatan melalui surat Nomor : B/a29/R8.06/2016 tanggal 30 Desember Tahun

2Ol9 menyebutkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten

Konawe Selatan masih berada ditaha.f' oelaksanaan pemenuhal dokumen s4ja,

belum dijadikan dasar dalam pembangunan berkelanjutan yang bertujuan

untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Selain itu, tindak lanjut atas mandat peraturan perundang-undangan dari

pusat oleh instansi/unit pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan

seringkali sangat lambat. Sebagai contoh, penyusunan Road Map Reformasi

Birokrasi selama dua periode pertama (Tahun 2OLO-2O19), penyusunannya baru

terlaksana pada Tahun 2Ol9 yang merupakan Tahun akhir reformasi birokrasi
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periode kedua. Pembaruan/penciptaan norma atau regulasi baru serta

harmonisasi norma lama di pemerintah daerah pada umumnva berada di ranah

eksekutif dan legislatif. Pada aspek struktur hukum, sinergitas DPRD, dan

kepala derah serta perangkat daerah telah dapat terbangun meskipun belum

optimal. Terakhir, Pemerintah Daerah, Inspektorat, dan Kepolisian Daerah

Provinsi Sulawesi Tenggara, terus meningkatkan kerjasama dengan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan pencegahan dan penindakan

terhadap tindak kejahatan luar biasa seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Peningkatan kapasitas pilar-pilar sistem hukum di tingkat pemerintahan

daerah Kabupaten Konawe Selatan masih menghadapi tantangan berat.

Kapasitas institusi politik belum benar-benar mendorong inovasi pemerintahan.

Pelaksanaan fungsi legislasi masih cenderung berorientasi tarset. akibatn_va

kualitas produk hukum sulit ditegakkan. Demikian juga, kapasitas kebijakan

para pimpinan perangkat daerah juga belum sejalan dengan gagasan research-

base policg, sebagian pimpinan perangkat daerah belum mengunakan hasil-hasil

penelitian I kajian sebagai basis dari pengajuan prograrn dan kebijakan serta

penganggarannya. Sebagian pimpinan perangkat daerah belum menyadari

penuh pentingnya forum penelitian/kajian sebagai arena pembelajaran

kebijakan, jika ada undansan dari forum dimaksud- yang ditugaskan adalah

pejabat bawahannya, atau hadir terlambat dari jadwal. Hal ini menunjukkan

bahwa kesadaran hukum belum tumbuh konsisten diseluruh tingkatan birokrasi

pemerintah daerah, kapasitas substansi perundang- undangan dan regulasi

belum kuat, sedangkan kapabilitas aparat pengawasan internal pemerintah

belum mencapai level yang paling diharapkan yakni managed dan optimizing.

3.1.3. Llngkungan Teknologi

Esensi teknoiogi aciaiah penerapan pengetahuan iimiah untuk tujuan

praktis. Teknologi terdiri dari komponen fisik dan komponen informasi.

Masyarakat modern menyadari pentingnya teknologi untuk mencapai tujuan

atau memecahkan banyak masalah. Teknoloqi memberikan kontribusi signifikan

dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa, membuat hidup lebih mudah

bagr orang-orang, walaupun ia juga menciptakan beberapa masalah bagt

masyarakat. Transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada

sumber daya menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan pada

hakekatnya difasilitasi oleh kemajuan teknologi. Sejak Tahun 2011, dunia

memasukr Industial Reuolution 4.O (IR 4.0), sebuah revolusi dalam bidang

teknologi dimana terjadi integrasi antara komouter- Intentet of Thinas (IoT).
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Machine Learning, Big Data, Automation, dant lain sebagainya, sehingga tercipta
sebuah smart industru yaxg solutif dan fleksibel.

Lingkungan infrastruktur teknologi di Kabupaten Konawe Selatan secara

umum terus mengalami peningkatan walaupun sampai saat ini belum
mampu memenuhi kebutuhan. Infrastruktur teknologi terpenting adalah
jaringan listrik. Penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis

elektronik dengan memanfaatkan keunggulan IR 4.0 secara umum berbasis

listrik. Namun, sebagaimana yang telah diuraikan di muka, penyediaan tenaga

listrik belum dapat memenuhi kebutuhan. sehingga sering te4'adi pemadaman

listrik dan hal ini berdampak pada operasi birokrasi. Mengantisipasi

keterbatasan listrik ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan

seringkali melaksanakan kegiatan di Kota Kendari yang tentunya berdampak

pada pembiayaan.

Komponen fisik teknologi yang kedua adalah jaringan internet, khususnya

akses internet berkecepatan tinggi. Di muka telah diuraikan bahwa ketersediaan

akses internet berkecepatan tinggi di Provinsi Sulawesi Tengsara umumnva

sudah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, sebagian besar wilayah

Provinsi Sulawesi Tenggara sudah mendapatkan fasilitas jaringan internet

dengan akses berkecepatan tinggi. Namun, sebagian wilayah Kabupaten Konawe

Selatan belum terjangkau internet dengan akses berkecepatan tinggr yang

sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah guna mendukung menyelenggarakan

pelayanan publik dan sistem pemerintahan e-gouerment dengan lebih baik

sampai ke tingkat kecamatan.

Sisi lain dari pemanfaatan infrastruktur teknologi dalam penyelenggtlraan

pemerintahan daerah di Kabupaten Konawe Selatan adalah literasi teknologi

informasi di kalangan birokrat yang belum merata. Dalam pemerintahan,

kemajuan teknologi informasi komunikasi diadopsi untuk menunjang kinerja

pemerintahan melalui program e-Gouernment (e-Goul. Namun, sebagian PNS

masih minim penguasaan terhadap teknologi informasi komunikasi.

Penggunaan teknologi informasi komunikasi dapat mendorone tata laksana

pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagai salah satu sasaran reformasi

birokrasi. Namun yang menjadi kendala adalah literasi IT di kalangan birokrat

belum merata. ASN yang sudah berumur masih banyak yang mengalami gagap

teknologi, bahkan dari hal yang sederhana seperti membuat akun atau

membuka e-mail, ada ASN yang harus dibantu orang lain. Upaya meningkatkan

kualitas PNS agar lebih melek teknologi informasi dan komunikasi tidak cukup

hanya densan pelatihan yang sifatnya konvensiona-I. narnun memerlukan
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kebijakan yang bersifat afirmatif.

3.2. Isu Strategis Reformasi Birokrasi Tahun 2O2O-2O24 di Kabupaten

Konawe Selatan

Hasil analisis PASA mengidentifikasi empat isu strategis reformasi

birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan. yakni revitalisasi

kelembagaan birokrasi, orientasi budaya birokrasi, transformasi digital, dan

arahan utama Presiden Republik Indonesia. Berikut adalah data dan analisis

empiris terhadap keempat isu strategis reformasi birokrasi tersebut.

3.2.L. Revitalisasi Kelembagaan Birokrasi

Terminologi lembaga identik dengan terminologi organisasi. Peraturan

Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 menyamakan lembaga pemerintah

dengan organisasi atau instansi pemerintah. Kelembagaan pemerintah daerah

mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur organisasi dan proses

organisasi. Dimensi struktur mencakup tiga subdimensi: kompleksitas,

formalisasi, dan sentralisasi. Sedangkan dimensi proses organisasi mencakup 5

(lima) subdimensi: keselarasan (alignmentl, tata kelola (gouernanrcel dan

kepatuhan (compliancel, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko,

dan teknologi informasi- Meskipun revitalisasi kelembagaan menunjuk pada

revitalisasi terhadap kedua dimensi dan kedelapan subdimensi dari suatu

lembaga atau organisasi tersebut, namun penekanan seringkali diletakkan

bahwa revitalisasi struktur.

Revitalisasi kelembagaan mencakup penataan dan penguatan lembaga

pemerintah daerah, sehingga menjadi tepat fungsi, tepat proses, dan tepat

ukuran. Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan saat ini

dihadapkan oada tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas

dunia karena jumlah organisasi dan kompleksitasnya yang tinggi, namun minim

desentralisasi. Profil organisasi yang ada sekarang adalah ukuran yang gemuk,

sedangkan di sisi lain tidak ada desentralisasi fungsi ke struktur yang lebih

rendah. Dengan ukuran yang gemuk dan sentralistis tersebut, maka proses

menjadi lambat, dgnamic gouelrlment masih sulit diwujudkan.

Untuk mencapai birokrasi kelas dunia di Pemerintah Daerah Kabupaten

Konawe Selatan. maka penvederhanaa.n kompleksitas struktur dan peningkatan

desentralisasi menjadi salah satu area perubahan dari reformasi birokrasi yang

harus dilaksanakan. Revitalisasi kelembagaan birokrasi merupakan langkah

awal dalam transformasi kelembagaan pemerintah yang selanjutnya diikuti
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dengan penetapan tatalaksana dan koordinasi lintas bidang menuju

terw.tjudnva smart instihttion dan dunamic gouernment.

3.2.2. Orientasi Budaya Birokrasi

Budaya birokrasi adalah budaya organisasi di dalam birokrasi. Budaya

organisasi adalah suatu sistem makna bersama yaxg dimiliki oleh anggota yang

membedakan organisasi dari organisasi lain. Karakteristik utama dari budaya

organisasi adalah: a) Inovasi dan pengambilan risiko; b) Perhatian terhadap

detail dan; c) Orientasi hasil ketimbang proses; d) Orientasi orang; e) Orientasi

tim; dan (f) Agresivitas dan kompetitif ketimbang santai. Budaya birokrasi dalam

perspektif Weberian adalah profesionalitas dan imparsial, budaya birokrasi

dalam perspektif manajemen publik baru adalah kewirausahaan dan pencapaian

kineria. budava birokrasi dalam perspektif Neo Weberian State adalah

kemoderenan yang ditunjukkan dengan merit dan fleksibilitas. Semua budaya

birokrasi adalah positif dan instrumental terhadap akuntabilitas, kapabilitas,

dan pelayanan publik prima.

Kebanyakan orang menunjuk pada patologi birokrasi ketika

membicarakan budaya birokrasi. Patologi birokrasi adalah penyakit-penyakit di

dalam birokrasi yang dibawa masuk dan disebarkan oleh pribadi yang tidak

bertaneeung jawab. Contoh patologi birokrasi adalah rigiditas (kekakuanl.

penundaan, parsial, menunggu perintah, dan sebagainya. Kondisi-kondisi

patologis ini bukan budaya birokrasi, budaya birokrasi adalah hal-hal yang baik

seperti yang disebutkan diatas. Budaya birokrasi yang baik seperti yang

disebutkan belum merata di organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe

Selatan . Reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan

perlu mencakup orientasi orang, inovasi, kompetisi, profesionalitas dan

imparsial. kewirausahaan dan pencapaian kineria. serta merit dan fleksibilitas

ke dalam seluruh ASN. Fitur-fitur budaya birokrasi tersebut sensitif terhadap

pencapaian ketiga sasaran reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten

Konawe Selatan.

3.2.3. Transformasi Digital

Transformasi digital mengacu pada proses dan strategi menggunakan

teknologi digital untuk secara drastis mengubah cara bisnis beroperasi dan

melayani pelanggan. Transformasi digital terjadi di persimpangan orang, bisnis,

dan teknologi yang dipandu oleh strategi bisnis. Mempekerjakan orang berbakat,

untuk mendorong digitalisasi proses internal dan pengembangan model bisnis
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baru, dengan memanfaatkan teknologi baru seperti Internet of Things (/oT) dan
Artificial Intelliaence (AA serta teknologi dasar seperti manaiemen data dan
analitik. Selain itu, pegawai di pemerintah daerah, terutama pada level

pelaksana dan pimpinan level bawah, perlu memiliki literasi baru yang menjadi

tuntutan di era Industrial Reuolutions 4.O yang mencakup literasi data, literasi
telcrologi, dan literasi kemanusiaan. Memiliki kompetensi jabatan saja tidak
cukup untuk menyelesaikan tugas-tugas yang semakin kompleks tanpa
dilengkapi dengan pemilikan literasi baru tersebut.

Di era digitalisasi ini setiarr orsaxisasi. terlepas dari ukuran atau

industrinya, semakin bergantung pada data dan teknologi untuk beroperasi

lebih efisien dan memberikan nilai kepada pelanggan. Praktik transformasi

digital awalnya digunakan dalam konteks bisnis, sekarang sudah merambah

organisasi sektor publik termasuk pemerintah daerah dan desa. Organisasi

pemerintah daerah dituntut untuk mendorong transformasi digitat dengan

mempekeq'akan ASN yang berbakat untuk mendorong digitalisasi proses tata
kelola dan pelayanan publik yang efisien dan efektif dengan memanfaatkan

teknologi baru serta teknologi dasar seperti manajemen data dan analitik. Proses

ini memerlukan dukungan manajemen pengetahuan- Reformasi birokrasi di

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan perlu memasukkan kegiatan-

kegiatan transformasi digital ini, dimulai dari memberikan pengalaman digital,

operasi digital, dan inovasi digital.

3.2.4. Arahan Utama Presiden Republik Indonesla

Arahan urama Presirien Repubiik incionesia diiormaikan sebagai strategi

dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia Tahun

2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia,

pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan

birokrasi, dan transformasi ekonomi. Semua arahan Presiden ini bersesuaian

dengan kebutuhan prioritas daerah Kabupaten Konawe Selatan. Peran reformasi

birokrasi untuk mewujudkan kelima arahan utama Presiden tentang

pembangunan nasional diatas adalah memastikan setiap program/kegiatan

dilakukan dalam rangka mengakselerasi pencapaian kelima sasaran tersebut.

Dalam hal pembangunan sumber daya manusia, reformasi birokrasi perlu

mendorone setiap ASN agar memiliki keterampilan dan kompetensi spesifik yang

dapat membantu birokrasi menghadapi era digital dan industri 4.0. Dalam hal

pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi berperan untuk memastikan

penggunaErn anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan bebas dari segala

penyimpangan, salah satu perwujudannya adalah dengal meningkatkan
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pengawasan pada proyek-proyek srategis nasional. Berkenaan dengan

penvederhana.an regulasi. reformasi birokrasi mengupayakan terbentuknva
regulasi yang ideal, di mana kuantitas regulasi perlu disederhanakan, narnun

tetap membawa dampak yang lebih baik.

Selain itu, penyederhanaan regulasi perlu untuk dilakukan seluruh
kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam rangka menciptakan

kemudahan berusaha dan pembangunan ekonomi, serta meningkatkan

efektivitas berbagai program pemerintah yang memerlukan kolaborasi lintas
instansi. Berkenaan dengan penvederhanaan birokrasi. reformasi birokrasi perlu

dilakukan dengan memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan

berbelit, salah satunya dengan melakukan penyederhanaan struktur organisasi

menjadi lebih ramping dan efisien. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan

untuk menciptakan kemudahan berusaha serta menekan berbagai biaya yar:'g

mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Berkenaan dengan transformasi ekonomi,

reformasi birokrasi perlu mengarahkan kementerian/lembagalpemerintah

daerah untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatannya dirancang

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan ralryat dan memangkas berbagai biaya

birokrasi yang menyebabkan efisiensi dan pemborosan. Reformasi birokrasi di

pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan perlu memperhatikan arahan

Presiden tersebut, khususnya yang terkait dengan pengembarlgan program dan

kegiatan yang sensitif terhadap pelayanan publik dalam rangka perbaikan

kesejahteraan rakyat.

38



BAB tV

TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI PELAKSANAAN RIFORMASI

BIROKRASI TAIIUN 2O2O.2O24

Mengacu kepada logika analisis strategis, setelah pemerintah daerah

melakukan evaluasi terhadap caoaian pelaksanaan reformasi birokrasi periode

Tahun 2016-2021 dan melakukan penilaian terhadap lingkungan internal dan

eksternal, serta mengidentifikasi isu-isu strategis, maka langkah selanjutnya

adalah merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu tersebut. Strategi dalam

pengertian ini mencakup tujuan dan sasaran serta program yang paling relevan

dalam lima Tahun mendatang, dan terakhir menyusun kegiatan dan rencana

ke{a yang terperinci untuk setiap Tahunnya. Pengarahan Peraturan Menteri

PANRB Nomor 25 Tahun 2O2O terkait tujuan. sasaran. dan strateei reformasi

birokrasi Tahun 2O2O-2O24 adalah sesuai dengan logika analisis strategis

tersebut. Ttrjuan dan sasaran reformasi birokrasi yang ditetapkan diharapkan

dapat menjawab tantanganlhambatan pada periode sebelumnya serta mampu

menjawab isu-isu strategis reformasi birokrasi ke depan.

4.L. Tujuan Reformasi Blrokrasi Tahun 2O2O-2O24

Reformasi birokrasi sebagai upa5,a perubahan atau perbaikan bi:'okrasi

harus mempunyai tujuan. T\rjuan adalah pernyataan yang bersifat kualitatif

tentang sesuatu yang ingin dicapai secara ideal dalam jangka panjang dan

menengah. Tujuan reformasi birokrasi harus dinyatakan secara eksplisit dalam

Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map Reformasi Birokrasi sendiri adalah

bentuk operasionalisasi grand design reformasi birokrasi yang disusun dan

dilakukan setiap 5 (lima) Tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi

birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima Tahun dengan

tujuan dan sasaran per Tahun yang jelas. Tujuan reformasi birokrasi akan

menjadi pedoman bagr tim pelaksana dalam melaksanakan program dan

kegiatan, sebagai sumber legitimasi, standar pelaksanaan, dan dasar rasional

pengorganisasian dan manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi.

Stakeholder Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe

Selatan semuanya mempunyai harapan dan aspirasi yang jelas terhadap

rumusan tujuan reformasi birokrasi 2O2O-2O24. Rumusan tujuan reformasi

birokrasi 2O2O-2O24 hendaknya realistik, merupakan ekspresi prioritas

Kabupaten Konawe Selatan, dan merefleksikan tentang bagaimana mengelola

isu-isu strategis dilingkungan internal dan eksternal; harus konsisten dengan
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tujuan umum reformasi birokrasi periode lima Tahun ketiga yang telah
ditetapkan secara nasional: dan bersifat strateeis serta cukuo menantans oara
stakeholder.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2O2O telah menetapkantujuan
pelaksanaan reformasi birokrasi periode lima Tahun ketiga 2O2O-2O24 yak<ni

menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. T\,rjuan reformasi birokrasi
Tahun 2O2O-2O24 tersebut konsisten dengan aspirasi Stakeholder reformasi

birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang telah

disebutkan diatas. yakni realistik. meruoakan eksoresi prioritas nasional.

merefleksikan pengelolaan isu-isu strategis birokrasi, konsisten dengan tujuan
umum reformasi birokrasi Tahun 2O7O-2O24, dan bersifat strategis serta cukup
menantang para Stakeholder. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka

tujuan reformasi birokrasi Tahun 2O2O-2O24 di Pemerintah Daerah Kabupaten

Konawe Selatan yang tepat adalah uMenciptakan Pemerintahan Yang Baik dan

Bersih".

Selanjutnva. Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2O2O menetapkan

sejumlah indikator global yang harus digunakan untuk mengukur pencapaian

tujuan pada akhir periode roa.d" mo,preformasi birokrasi Tahun 2O2O-2O24. Selain

itu, setiap indikator akan dievaluasi pencapaiannya setiap Tahun sebagai dasar

bagi pengambilan keputusan yang terkait dengan strategi reformasi birokrasi

pada berbagai tingkatan. Indikator-indikator global yang dimaksudkan adalah

sebagai berikut: 1) Kemudahan melakukan berbisnis yang dikeluarkan oleh

World Bank: 2\ Indeks perseosi korupsi oleh Transparenqt International; 3)

Indeks efektivitas tata kelola pemerintahan oleh World Bank; dan 4l Tru,st

Barometer oleh Edelman. T\rjuan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah

Kabupaten Konawe Selatan juga akan diukur pencapaiannya pada akhir periode

road map refortnasi birokrasi Tahun 2O2O-2O24 dengan menggunakan keempat

indikator tersebut.

4.2. Sasaran Reformasi Birokrasi Tahun 2O2O-2O24

Reiormasi birokrasi harus mempunyai sasaran yang jeias. Sasaran aciaiah

penjabaran dari tujuan berkenaan dengan apa bentuk terakhir yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu Tahunan. Sasaran reformasi

birokrasi menggambarkan keadaan atau kondisi yang bersifat kuantitatif vang

ingin dicapai melalui tindakan-tindakan dan alokasi sumber daya organisasional

yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi tersebut

diatas. Berbeda dengan tujuan yang bersifat luas dan umum, sasarar bersifat

lebih rinci dan memperlihatkan langkah atau gerakan menuju pencapaian
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tujuan.

Sasaran reformasi birokrasi memandu manajemen membuat keputusan

dan membuat kriteria untuk menzukur suatu pekeriaan. Stakeholder reformasi

birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan mempunyai

preferensi yang jelas terhadap rumusan sasaran reformasi birokrasi Tahun

2O2O-2O24. Rumusan sasaran reformasi birokrasi harus secara eksplisit

menyatakan hasil yang bisa dicapai dalam jangka waktu Tahunan atau jangka

waktu tertentu yarrg singkat; dan harus dapat menjadi pedoman dalam

penyusunan rencana kegiatan maupun mempernudah alokasi/penempatan

^.'-'l-^- l^"^ "^-^ ^l^ ^oL;---^ f-i^^ ,{;^-+i*^ll.^- ^+^'. lia^-f^^+I-^- ^a^^r^gqlllvvr uqJq Jqal6 quq, 9vlrar^56q vagq urvlJLlllaqll\(!1 qLqq ullllsltqqLar(Ar gvvsle

efektif dan efisien dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi

birokrasi.

Secara nasional, sasaran reformasi birokrasi mengacu kepada sasaran

pembangunan nasional sub bidang aparatur negara sebagaimana dituangkan

dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang RPJMN Tahun 2O2O-

2024. Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2O2O menetapkan tiga

sasaran relormasr brrokrasl 'l'afrun '2|J'2U:2O'24, yakm: J.) urolcrasl yang bersrh

dan akuntabel; 2) Birokrasi yang kapabel; dan 3) Pelayanan publik yang prima.

Ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut diyakini merupakan pengungkit

utama dari nencapaian tu-iuan reformasi birokrasi dan berbagai indikatornya.

Selain itu, penetapan ketiga sasaran diatas juga mempertimbangkan

keberlanjutan dari sasaran reformasi birokrasi periode lima tahun kedua yaitu

Tahun 2Ol5-2O19. Hubungan sasaran reformasi birokrasi periode Tahun 2015-

2Ol9 dengan sasaran reformasi birokrasi periode Tahun 2O2O-2O24

diilustrasikan pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1.

Hubungan Sasaran Reformasi Birokrasi Periode Tahun 2OL5-2O19 dan

Tahun 2O2O-2O24

Sasaran Reformasi Birokrasi
2015.2019

Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel 

-4 

Birokrasiyang Bersih dan Akuntabel

Birokrasiyang Efektif dan Efisien + Birokrasi yang Kapabel

Birokrasiyang Mempunyai Pelayanan € Pelayanan Publik yang Prima

Publik yang Berkualitas

Sumber : Perahtran Mentei PAN-RB Nomor 25 Tafutn 2O2O

4l

Sasaran Reformasi Birokrasi
2020.2024



Selain menetapkan tiga sasaran reformasi birokrasi Tahun 2O2O-2O24,

Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2O2O juga menetapkan tu:uh
indikator sasaran yang akan meniadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan dan

ketercapaian sasaran reformasi birokrasi Tahun 2O2O-2O24, sebagai berikut :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel, indikatornya adalah :

a. Indeks perilaku anti korupsi;

b. Predikat SAKIP; dan

c. Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah.

2. Birokrasi yang kapabel, indikatornya adalah :

a. Indeks kelembagaan;

b. Predikat penilaian SPBE (Indeks SPBE); dan

u. i,iiiai iltieks pruiesiurraiilas ASii.

3. Pelayanan publik yang prima, indikatornya adalah :

a. Indeks pelayanan publik dengan dimensi-dimensi kebijakan pelayanan,

--^f^^:^-^1:^*^ 
(rT\lr ^ ^:^+^* .:-r^-^^.: -^1 ^--^..^.^lJr \rrLorurrrcLlh)llr\/ \) u LtLt aCLr CLrrA, Pr CLOCLr Ctrra., SIJL\-III llllLrl lraaor yuld.J cl.rrarr

publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2O2O menetapkan pula bahwa

seiiap irrdikalor sasicricl reiurruasi birokrasi Tairurr 2O2O-2O24 tiilelapkarr

baseline Tahun 2Ol9 dan target pada Tahun 2024. Keterkaitan antara tujuan

reformasi birokrasi dan indikator dampaknya, serta sasaran reformasi birokrasi

dan indikator-indikatornya yang disebutkan diatas diilustrasikan dengan

Gambat 4.2.

Gambar 4.2.
TuJuan, Indikato r Outcome/ Dampak, Sasaran, dan Indikator

Reformasi Birokrasi Tahun 2O2O-2O24

Pelayanan publik yang prima

lndlkator:
lndeks Pelayanan Ptrblik
(Kebijakan Pelayanan,
Profesionalisme sDM, sarana
Prasarana, sistem informasi
pelayanan Publik, Konsultasi
dan Pengaduan, dan lnovasi)

Barokrasi yang bersih dan
aku ntalre I

lndikator:
1. lndeks Perilaku Anti

Korupsi
2. Nilai SAKIP
3. Opini BPK

Barokrasi yang kapabe!

lndikator:
1- lndeks Kelembagaan
2. lndeks SPBE
3- lndeks Profesionalitas ASN

Pernerintahan yang dan

Sumber : Perahtran Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2O2O
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lndikator Outcoltre:
lndeks Reformasi Barokrasi

lnd,kator lrnpact:
7. Eose of Doing Business
2- Corruptian Perceptions lndexj- 6overnfiient Effectiveness lndex
4. Trust Borometer



Merujuk arahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2O2O

berkenaan dengan sasaran reformasi birokrasi Tahun 2O2O-2O24 sebagaimana

Yang telah diuraikan diatas, maka rumusan sasaran reformasi birokrasi Tahun

2O2O-2O24 di Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang tepat adalah

sebagai berikut :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;

2. Birokrasi yang kapabel; dan

3. Pelayanan publik yang prima.

Indikator sasarsn j,ang akan menjadi tolok ukur keberhasilan

pelaksanaan dan ketercapaian sasaran reformasi birokrasi Tahun 2O2O-2O24 di

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan juga mencakup tujuh indikator

sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun

2O2O tersebut diatas. Selanjutnya, dirumuskan ba.seline Tahun 2Ol9 dan target

pada Tahun 2024 sebagaimana yang tertera pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6.
Sasaran, Indlkator, dan Target Reformasi Blrokrasi Tahun 2O2O-2O24

Birokrasi yang 1

uer sur. uarr

akuntabel

Birokrasi yang

kapabel

Pelayanan

publik yang

prima

3 Nilai Indeks

Profesionalitas ASN

Indeks Pelayanan Publik

47.O7

Sangat

Rendah

3,46

Baik (DC)

roooh

81 -90

(Tinggr)

Baik1

Sasaran Indikator Sasaran Baseline
2019 Target 2o.24

Indeks Perilaku Anti

Korupsi

3,68

Anti

Korupsi

Sangat

Anli

Korupsi

2 Predikat SAKIP B B

n--:--.: nnrz\-rPurr Drr\ rTrn
vv,.

n
.fiJ

rtrmnvv lr

Persentase Perangkat

Daerah dgn Indeks

Kelembasaan Baik

1 Tidak

tersedia

2 Predikat Penilaian SPBE

(Indeks SPBE)

Kurang Baik

Sumber : Perahtran Mentei PANRB Nomor 25 Tafutn 2O2O
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4.3. strategi PelaLsanaan Reformasi Birokrasi rahun 2o2o-2o24

Strategi reformasi birokrasi Tahun 2O2O-2O24 yang diinginkan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan adalah seperangkat langkah

aksi yang fokus dan terkoordinasi serta ditujukan langsung pada inti
permasalahan reformasi birokrasi yang telah diidentifikasi; dan merupakan

respon j,ang tepa+-, spesifik, dan nen;,e1uruh atas +-antangan ],ang sed*rg
dihadapi pemerintah daerah saat ini, bukan sekadar slogan ataupun pernyataan

yang muluk.

Berdasarkan hal diatas, strategi pelaksanaan Road Map Reformasi

Birokrasi Tahun 2O2O-2O24 di Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan

adalah mengadopsi hal-hal baru yang tidak ada pada Road Map Reformasi

Birokrasi Tahun 2016-2021, namun juga tetap mempertahankan hal-hal baik

yang ciianggap efektif oari Roaci iuiap periocie sebeiumnya. Penambahan hai baru

misalnya ditetapkannya sasaran dan indikator program yang terukur serta

pengajuan kegiatan yang langsung merujuk indikator outcomes dan indikator

dampak dari masinq-masing sasaran tersebut agar ketercapaian perubahan

pada setiap area dapat lebih dimonitor secara riil. Adapun di antara hal yang

masih tetap dipertahankan dari Road Map periode sebelumnya adalah

pengorganisasian dan manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi serta

pelaksanaan Quick Wins. Hubungan antara tujuan, sasaran, dan strategi

pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2O2O-2O24 di Pemerintah Daerah

Kabupaten Konawe Selatan diilustrasikan pada Gambar 4.3.

Gamba; 4.3.
Hubungan antara TuJuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi dengan Strategi

Pelaksanaan Reformasi Blrokrasi Tahun 2O2O-2O24

Sasar!n
Program

RB

8 Area
Perubahan

Program
Mikro RB

Ouick
Wins

Rencana
Aksi

Sasaran RB
2020-2024

1. Biokrasiyang
Bersh dan
Alutabel

2. thokrrer'yang
Kapabel

3. Pehpnan
Prtblik yang
Baik

Analisis
Lingkungan
StrategisRB

Anhan ttg
Priontas

Pembongunan
Nasaonrl dan

Provinsi

TuJuan RB
2020-2024

Birokrasi yang

Baik dan Bersih
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Tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten

Konawe Selatan termasuk tingkat mikro. Sesuai dengan level tersebut, maka

pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2O2O-2O24 mencakup implementasi

kebdakan/program reformasi birokrasi pada masing-masing perangkat daerah.

Kebijakan tersebut sebagaimana digariskan secara nasional melalui program

makro, program meso, dan pelaksanaan program atau inovasi lainnya yang

masih menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi yang selaras

dengan program reformasi birokrasi nasional.

4.4. Program-Program Reformasi Birokrasi Tahun 2O2O-2O24

Pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi Tahun 2O2O-2O24 di

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan dilakukan melalui program-

program prioritas yang dinilai strategis, cepat, dan efektif untuk mewujudkan

pemerintahan kelas dunia. Sesuai levelnya, yakni mikro, maka program

reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan

dikelompokkan berdasarkan cakupan atau ruang lingkup dari implementasi

pruB,raru ilu scrrdiri. Kegialarr urikru bcrdasarkaur kepatia Liga sasaral rciururasi

birokrasi serta delapan area perubahan untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel

4.7.

Tabel4.7.
Keglatan Reformasi Birokrasi 2O2O-2O24 dl Pemerlntah

Kabupaten Konawe Selatan

1. Manajemen

Perubahan

1. Indeks
IZanaaia
^\vyvr^^r^^^

pinan

Perubah

an

- Pengembalgan dan
Dasmraln- -il^ir vrrEuqL(

nilai untuk

meningkatkan

komitmen dan

implementasi

perubahan (reform);

- Penguatan nilai

lntegntas;

- Pengembangan dan

Penguatan peran

Pelayana
n Publtk

yang
Prima

Program/Area
Perubahan Indikator Kegiatan

Birokr
asi

yang
Bersih

dan
Akunt
abel

Birokr
asi

yang
Kapab

el
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agen perubahan

dan roLe model;

- Pengembangan

budaya kerja dan

cara keda yang

adaptif dalam

menyongsong

revolusi industri

+.u;

3. Penataan

Organisasi/

Keiembaga

an

1. Indeks

Kelemba

gaan

Asessment

organisasi berbasis

kinerja;

Restrukturisasi

2. Penataan

Peraturan

Perundang

an/Deregul

asi

Kebijakan

Indeks

Reformasi

Hukum

Indeks

Kualitas

Kebijakan

1 - Melakukan

identifikasi dan

nemetaan regulasi

lingkup IP

(menghilangkan

ouerlappirry

peraturan);

- Deregulasi aturan

yang menghambat
r^:--^1_--^ -:.L[i. (rls,r. d.sl,

- Penguatan Sistem

Regulasi Nasional di

lingkup IP;

- Melakukan

perencanaEln

kebijakan yang

meliputi agenda

setting dan

formulasi

kebSaka-n;

- Melakukan evaluasi

kemanfaatart

kebijakan yang

telah disusun.
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(penyederhanaan)

lralo*L.a--an TD

berdasarkan hasil

asesmen;

- Membentuk

struktur organisasi

yang tepat fungsi.

- Penerapan Tata

Kelola SPIJU

- Penerapan

Manajemen SPBE

- Peneraoan Layanan

SPBE

- Mengintegrasikan

pemanfaatan IT

dalam tata kelola

pemerintahan;

- Implementasi
I r--- ^:rvrial rd,J crucr I

Kearsipan Modern

dan Handal (dari

manual ke digital);

- Melakukan

pengelolaan arsip

sesuai aturan;

- Mengimplementasik

an digitalisasi arsip;

- Melakukan

pengelola-a-n

keuangan secara

tepat dan sesuai

aturan;

- Melakukan

pengelolaan atas

aset sesuai dengan

kaetiair darr alurarr

yang berlaku.

Penataan
'I'atalaksana

4 1. Indeks

SPTJ!]

2. Indeks

Pengawa

san

Kearsipa

n

3. Indeks

Pengelola

an

Keuanga

It

4. Indeks

Pengelola

an Aset

5. Indeks

Pemerint

ahan

Daerah
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5. Sistem

Manajemen

SDM

1. Indeks

Profesion

alitas

ASN

2. Indeks

Merit

System

5. Indeks

.t a1.Lia-

Kelola

Manajeme

n ASN

- Penguatan
ianlaman*^oi

keterbukaan

informasi publik;

- Pengembangan

proses bisnis

instansi dan unit;

- Penyelarasan

Proses b1sn1s ctan

SOP.

- Menerapkan

nrinsio-orinsip

manejemen ASN

secara professional;

- Implementasi

manajemen ASN

berbasis merit

system;
n^-- -1-- ^-- --1---'.^--- r EllE Lae.Pctrr Ltlllll a,'Ll

kinerja individu;

Monitoring dan

evaluasi kineda

individu secara

berkala;

- Penguatan

implementasi

and Punishment

Berdasarkan kinerja;

- Pengemba-nga-n

kompetensi dan karir

ASN berdasarkan

hasil/monitoring dan

evaluasi kinerja dan

kebutuhan

organisasi;

- Ferneuriaai-arr iT

dalam manajemen
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6. Penguatan

Akuntabilit

as

1. Nilai

SAKIP

2. Indeks

Perencan

ASN;

- Da-a-alra-^o- -il^i-

nilai untuk
menegakkan

integritas ASN;

- Pengembangan

implementasi

Manajemen Talenta

(1'atentpoot);

- Penguatan database

dan sistem informasi

kepegawaian untuk
pengembangan karir

dan talenta ASN;

- Melakukan

perencanaan

terintegrasi dan

perencanaan yang
li-,-r-- ^^^L^--ll_tlLd-s scLL(Jl

(collaboratiue and

crosscutting);

- Penguatan

keterlibatan

pimpinan dan

seluruh

penanggung jawab

dalam perencaraan

kinerja, monitoring

dan erralrtaqi

kinerja, serta

pelaporan kinerja;

- Peningkatkan

kualitas

penyelarasan kineq'a

unit kepada kinerja

orgierrisasi (goui urui

strategg cascade);
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7. Pengawasan

- Pelaksanaan
mani+nrin- Ja-

evaluasi kinerja

secara berkala;

- Penembangan dan

pengintegrasian

sistem informasi

kinerja,

perencanaan, dan

penganggaran;

- Penguatan

imolementasi ualue

for moneg dalarrr

rangka

merealisasikan

anggaran berbasis

kinerja.

- Melakukan
n^-^ --- ^1^ --
-f ErrE Lra,Lcur

implementasi SPIP

di seluruh bagian

organisasi;

- Meningkatkan

Kompetensi APIP;

- Pemenuhan Rasio

APIP (pemenuhan

jumlah ideal

aparatur

pengarv25l'

- Melakukan

pengelolaan dart

akuntabilitas

keuangan sesuai

kaedah dan aturan

yang berlaku;

- ivieiakukan

pengelolaan barang

1. Maturita
- crnTnS \).r r.r

2. Kapabilit

as APIP

3. Opini

BPK

4. Indeks

Tata

Kelola

Pengada

an

Barang &

Jasa
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8. Pelayanan

Publik

1. Indeks

Pelayana

n Publik

2. Hasil

Survei

Kepuasa

n

Masyara

1r-qt

dan jasa sesuai

^+rrf^h.qLsr s^,

- Pembangunan unit
kerja 7-ona

Integritas Menuju

wBK/WBBM

- Penguatan

pengendalian

graullkasu

- Penguatan

penganganan

nengaduan dan

komplain;

- Penguatan

efektivitas

manajemen risiko;

- Pelaksanaan

pemantauan
l^^--r---^-^UUII LUT AII

kepentingan.

- Melakukan

penguatan

implementasi

kebijakan bidang

pelayanan publik

(Standar Pelayanan,

Maklumat

Pelayanan, SKM)

- Pengenbangan rlan

pengintegrasian

sistem informasi

pelayanan publik

dalam rangka

peningatan akses

publik dalam

rarrgka rneruperuieir

informasi
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pelayanan;

D^-^-l^l^^-

pengaduan

pelayanan publik

secara terpadu,

tuntas dan

berkelanjutan

dalam rangka

membenkan akses

kepada publik

dalam

mendaoatkan

pelayanan yang

baik;

- Peningkatan

pelayanan publik

berbasis elektronik

dalam rangka

-^ ^-1- ^ --:1-^ -^ruuruuullhall

pelayanan yang

mudah, murah,

cepat, dan

terjangkau.

- Penciptaan,

pengembangan, dan

pelembagaan

inovasi pelayanan

publik dalam

rengka nerccnafan'

- peningkatan

kualitas pelayanan

publik;

- Pengembangan

sistem pelayanan

dengan

urcr r girr Lcg,, asika-, -,

pelayanan pusat,
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daerah dan bisnis

dalam L{al

Pelayanan Publik;

Pengukuran

kepuasan

masyarakat secara

berkala;

Pelaksanaan

monltonng clan

evaluasi

pelaksanaan

kebijakan

pelayanan publik

secara berkala.

Mendorong

Perangkat Daerah

untuk

melaksanakan

------: l-^-^--
r) ur v \,r n\,P Lrq,DO.r I

masyarakat;

Meningkatkan

tindak lanjut dari

Laporan Hasil

Survei Kepuasan

Masyarakat.

4.5. Quick trIins Reformasi Birokrasi Tahun 2O2O-2O24

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2O2O-2O24 di Pemerintah Daerah

Kahuoaten Konawe Selatan selain memuat kegiatan mikro herdasarkan kenada

sasaran reformasi birokrasi serta 8 (delapan) area perubahan, juga memuat

Qrtick Wins, yakni kemenangan atau keberhasilan yang cepat. Tujuan dan Quick

Wirus adalah adanya sebuah tindakan yang bisa segera mendatangkan sebuah

kemenangan dan keberhasilan, di mana kemenangan tersebut marnpu

mendorong kemenangan selanjutnya. Quick Wins dalam kerangka strategi

pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan program percepatan dalam bentuk

inisiatif kepr"iatan yeng menssamharkan nercenatan nelaksanaan reformasi

birokrasi oleh pemerintah daerah.
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Qrtick Wins dalam rangka percepatan reformasi birokrasi di pemerintah

daeralr ada yang bersifat mandatory dan ada yang bersifat mandiri. Quick Wins

Yang bersifat mandatoru vanq ditetapkan dalam Permenpan RB Nomor 25 Tahun

2O2O adalah penyederhanaan birokrasi. Pemerintah daerah, pada Tahun
pertama (2O2O) dan maksimal pada tahun kedua (2021) harus menetapkan
penyederhanaan birokrasi sebagai Quick Wins utama. Penyederhanaan birokrasi
ini dilakukan dengan melakukan penyetaraan jabatan administrator, jabatan

pengawas, dan jabatan pelaksanan ke dalam jabatan fungsional. Namun

demikian, berdasarkan arahan Permenpan RB Nomor 2s Tahun 2o2o,

-*..:-.+^L I^-^.L, I;-,.-.-1-:-l-*_,,.-.+.,1- *.M^-,L^1^ r.\,;.pvr^^vrra^Lqrr uqvrqa uaaraqrr6r\rar^aa qrrui.eri irrvrrerrruqrr .g,*uCk l'\4nS SClaln

penyederhanaan birokrasi pada tahun pertama dan kedua apabila hal tersebut

dirasa perlu. Selanjutnya, pada Tahun-Tahun berikutnya pemerintah daeralt

dibebaskan dalam menetapkan Qttick Wirts, sesuai dengan isu strategis,

karakter organisasi, serta sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing

daerah.

Pengembangan Quick Wirrc Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah

Kabupaten Konawe Selatan henctaknya mengrkutt secara penuh ketentuan

Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2O2O terkait Quick Wins Mandatory dan Quick

Wins Mandiri. Karena reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten

Konawe Se-Latan saaf- ini akan memasuki tahrrn kedr:a (.20211. make

penyederhanaan birokrasi sebagai Quick Wins utama yang bersifat mandatory

sudah harus dimasukkan pada Tahun 2021 di samping program percepatan

yang bersifat strategis dan sangat prioritas bagi pemerintah daerah. Berkenaan

dengan hal ini, pemerintah daerah menginginkan agar Quick Wins utama

merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat

atau pemangku kepentingan, dan perubahan yang dilakukan memberikan citra
----tL:C !--1---l-* ---J^-^--l l.-:--l-*--:, -J-^--- Jj.a-l---1 --- -l^7- -^-----:*L-1-PI,SILlr LsI rr4r'r.d.P r. EliJr llla-sl lJlr \Jr\l cl,Dr J a,r15, sutrcurE, l.arrar\Ltr\dlr \rlgll Pgrugr ur.LGLII

daerah.

Merujuk harapan masyarakat dan pemangku kepentingan, maka

ditetapkan cakupan Quick Wins reformasi birokrasi Pemerintah Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2O-2O24 sebagaimana tertera pada Tabel

4.8.

Tabel 4.8.
Quick Wins Reformasi Blrokrasl

Pemerlntah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2O-2O24

No. Qutck Wtns Penanggung Jawab

1 Penyederhanaan birokrasi Bagian Organisasi, Setda
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2 Pengisian jabatan kosong secara terbuka
I /\^* D^^- .:+6 M+\
\-r",orrvv,

Danin rl-^,1aa aaa orM^6 QG^-rl^-

Pelayanan (SP) dan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Rumah Sakit Daerah

Kabupaten Konawe Selatan

Penerapan IT di seluruh OPD guna

mendukung akses tata kelola

pemerintahan yang baik dari segi

perencanaan, kebuakan, dan

kelembagaan.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis

Dinas (I TPTDI narla )S kecarnaJan

Peningkatan sarana/ prasar ana indoor dan

outdoor kantor penunjang kualitas

pelayanan prima.

BKPSDM

PAT II\

Semua OPD

Bagian Organisasi, Setda

Unit Pelayanan Publik

4

10.

t2.

Rekruitmen tenaga auditor dari BPKP Inspektorat Daerah

a

9

3 Penilaian kompetensi pejabat struktural
Eselon II

BKPSDM

5 BKPSDMPenegakan disiplin Aparatur Sipil Negara

(ASN)

6 Peningkatan kualitas jalan lingkungan di

seluruh kecamatan

Dinas PUTR

7 Dinas PMPTSPPeningkatan penerapan standar pelayanan

perijinan satu pintu secara terpadu

Dinas Dukcapil11. Pengadaan mobil pelayanan keliling

administrasi kependudukan.
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BAB V

MANA^IEMEN PELAKSANAAN RTFORTUASI BIROKRASI

TAHUN 2o/2o,-2o/24

Pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan manajemen yang efektif agar

danat her:i.alan dengan baik- Manaiemen adalah herkenaan densan nengatrrran

orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang diperlukan.

Manajemen penting karena merupakan batu loncatan bag, efektivitas

organisasional. Manajemen mengefektifkan organisasi dengan cara

mengharmonisasikan seluruh aktivitas gouerning an organization lainnya dan

karena itu memfasilitasi pencapaian tujuan-tujuan organisasional. Pelaksanaan

reformasi birokrasi Tahun 2O2O-2O24 di Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe

Selatan memerlukan manaiemen yang efektif asar danat mensharmonisasikan

seluruh aktivitas dalam implementasi program/kegiatan guna memfasilitasi

pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Manajemen pelaksanaan

reformasi birokrasi di tingkat mikro yang ditekankan dalam Peraturan Menteri

PANRB Nomor 25 Tahun 2O2O meliputi penetapan tim pelaksana, monitoring,

dan evaluasi pelaksanaan, pendanaan, dan sinkronisasi Road Map dengan

rencana strategis perangkat daerah.

5.1. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasl Tahun 2O2O-2O24

Tim pelaksana merupakan machinery pelaksanaan reformasi birokrasi.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2O2O mengarahkan pengaturan tim
pelaksana reformasi birokrasi pada level mikro antara lain sebagai berikut :

1) Pelaksanaan reformasi birokrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah

(Setda); dan

2l Monitoring dan evaluasi nelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan oleh

inspektorat/satuan pengawas internal di Pemerintah Daerah; dan 3)

Pelaksanaan/implementasi kegiatan program mikro dimotori oleh tim
reformasi birokrasi di internal pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi periode sebelumnya (Tahun 2O16-

2027), Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan telah membentuk Tim

Reformasi Birokrasi berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Konawe Selatan

Nomor : 800.5/401 Tahun 2018. Namun, komposisi/susunan tim tersebut

berbeda dengan pengaturan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2O2O.

Lagt pula, cakupan tahun pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditetapkan

dalam Kemttrr.san Rrrnati tersetrut vakni Tahun 2O16-2021 adalah hertreda
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dengan cakupan waktu pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi yang

sekarans. vakni Tahtrn 2O2O-2O24. Ilntrrk nelaksanaan Reformasi Rirokrasi

Tahun 2O2O-2O24, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan telah
membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe

Selatan Tahun 2O2O-2O24 Nomor : 060 1277 12021 Tanggal 3 Febru ai 2021. Tim

Reformasi Birokrasi yang dibentuk sebagaimana diatur dalam Permenpan RB

Nomor 25 Tahun 2O2O, sebagai berikut :

1. Merumuskan Road Map pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan
instansi dan rrnit keria I)alam Rood Mon clirnaksrrd dimuat tentans :

a. Rencana keda lima Tahunan reformasi birokrasi dan rencana aksi

Tahunan yang selaras dengan Road Map Nasional Tahun 2O2O-2O24 serta

Rencana Strategis (Renstra) pemerintah daerah;

b. Program-program reformasi birokrasi dan rencana aksi instansi dan unit
ke{a yang sesuai dengan tingkat kemajuan reformasi birokrasi serta isu-

isu satrategis setiap instansi dan unit kerja;

e. Tim vang memiliki tugas untuk mengawal nelaksanaan RB dilingkungan

pemerintah daerah; dan

d. Agen perubahan (refonnthe reformers).

2. Melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas

di pemerintah daerah serta unit kerja :

a. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan

baik;

h. Melakrrkan monitorins dan evalr:asi herkala terhadan nelaksanaan

Reformasi Birokrasi di instansi dan unit kerjanya; dan

c. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang

dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders.

Machinery pelaksalaan reformasi birokrasi periode sebelumnya (Tahun

2OL6-2O21) di Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan tidak bekerja

secara optimal. Tugas tim pengarah dalam memberikan arahan dan melakukan

monitoring serta evaluasi pelaksanaan program, tugas tim pelaksana dalam

menyusun Roqd Mop, menyusun Quick Wins, memanajemeni perubahan,

melakukan evaluasi dan menjadi agan perubahan, semuanya tidak bedalan

setlagaimana mestinva. Hal ini terkait densan kondisi manajemen PNS vang

tidak stabil selama periode tersebut di samping kompetensi SDM yang tidak

mampu memfasilitasi kinerja yang optimal. Ke depan, untuk pelaksanaan

reformasi birokrasi Tahun 2O2O-2O24, machinery pelaksanaan reformasi

birokrasi harus benar-benar berkapasitas dan diisi oleh SDM yang kompeten
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agar tugas-tugas yang dimandatkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 25

Tahrtn 2O2O te-rsehut diatas daaat terselensgara seeara e-fektif dan e-fisien.

5.2. Monitorlng dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun

2o.2o-20.24

Pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah agar berjalan efektif

memerlukan monitoring. Monitoring adalah aktivitas manajerial yang dilakukan

oleh pimpinan untuk melihat dan memantau keterlaksanaan kegiatan atau

ialannva kesiatan serta faktor nendrrkrrns dan nenghamhat dalam nelaksanaan

tersebut. Monitoring penting untuk memastikan bahwa rencana aksi yang

dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan

jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan.

Aspirasi Stakeholder terkait monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi

Tahun 2O2O-2O24 di Kabupaten Konawe Selatan adalah monitoring dilakukan

dalam dua tingkatan, yakni di lingkup unit/satuan ke{a dan di lingkup

nemerintah daerah. I)engan moniforingy+ng hertingkat. herhasai hal yang oerltr

dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan/program reformasi

birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target

yang telah ditentukan. Selain itu, pelaksanaan monitoring harus didukung

dengan instrumen berupa formulir yang berisi daftar dan check list kegiatan oleh

tim kerl'a reformasi birokrasi daerah serta indikator penilaian yang obyektif.

Media monitoring yang dianjurkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor

25 Tahun 2O2O dan nerlrr diikrrti oleh tim reformasi hirokrasi di Kabttnaten

Konawe Selatan antara lain pertemuan rutin pada tingkat tim pelaksana

reformasi birokrasi instansi untuk :

1. Membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu

dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan

strategis;

2. Pengukura:r target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana

diuraikan dalam Road Man clensan realisasinva:

3. Survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;

4. Pertemuan dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi,

yang dikoordinasikan oleh inspektorat yang kemudian hasilnya dilaporkan

ke unit pengelola reformasi birokrasi nasional.

Selain monitoring, pelaksanaan reforrnasi birokrasi di pemerintah daerah

juga memerlukan evaluasi. Evaluasi adalah aktivitas pimpinan untuk
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memperoleh fakta atau kebenaran dari suatu kegiatan dan menganalisis
konfritrusinva nada kemajrran nrosram dan neneanaian trr-irran iangka nendek

guna mengadakan perbaikan yang diperlukan. Evaluasi merupakan komponen

inti dari results-based management. Tlrjuan monitoring dan evaluasi sangat

mirip yakni untuk memberikan informasi yang dapat membantu

menginformasikan keputusan, meningkatkan kine{a, dan mencapai hasil yang

direncanakan. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun
2OL6-2O21 di Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan tidak
termanaiemeni secara haik dan tidak mensantarkan kenada neneanaian sasaran

yang lebih efektif. Tantangan dan hambatan serta masalah selama tahap
pelaksanaan tidak teridentifikasi secara baik, tidak ada rekomendasi perbaikan

yang nyata, sedangkan langkah-langkah teknis kearah perbaikan tidak
terkoordinasi dan tidak dilaporkan secara berjenjang sampai ke level pembuat

keputusan.

Manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah

Kahrtnaten Konawe Selatan nerlrr meneakrrn evalrrasi vang efektif Asnirasi

Stakeholder berkenaan dengan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi

birokrasi adalah menganalisis mengapa hasil-hasil yang diinginkan tercapai

atau tidak tercapai dan menilai kontribusi dari masing-masing aktivitas

terhadap pencapaian hasil; mengeksplorasi hasil-hasil yang tidak diharapkan,

menyediakan pembelajaran, serta menyoroti pencapaian spesifik dari setiap

program; hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan

masukan terhadan nelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnva.

Hasil evaluasi dilaporkan secara tahunan maupun pada akhir prograrn yang

berisi tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan program secara keseluruhan

dilengkapi dengan rekomendasi yang berisi tentang saran-saran yang diperlukan

untuk penyempurnaan data pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah

daerah. Disamping itu, hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap

instansi menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan pemberian insentif bagi

instansi terkait yang dilaksanaan herdasarkan neratrrran yang herlakrr.

5.3. Pendanaan

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Road Map Reformasi Birokrasi

es+r terlaksana rlan meneanai sasaran nerlrr didrrkrrng dengan dana. Asnirasi

Stakeholder berkenaan dengan pendanaan ini adalah bahwa setiap program dan

kegiatan yang tertuang dalam Roa.d" Map Reformasi Birokrasi harus dapat

terakomodir dalam setiap tahap penganggaxan, baik di tingkat instansi maupun

unit kerja. Oleh karena kemampuan pendapatan asli daerah sangat terbatas,
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maka bagi pemerintah daerah, pos dana transfer (dana alokasi khusus dan dana

alokasi trmttml hartts danat mendr:krrng nelaksanaan reformasi hirokrasi

berdasarkan skema implementasi reformasi birokrasi yang telah ditetapkan

setiap Tahun.

Pengalaman implementasi program dan kegiatan reformasi birokrasi
periode sebelumnya, ada sejumlah besar kegiatan yang tidak memperoleh

dukungan pendanaan yang memadai. Kegiatan-kegiatan yang memperoleh

dukungan dana pada umumnya hanya menyangkut pengembangan dokumen,

sedangkan keoiatan tindak laniutnva dalam rangka nerbaikan tata kelola

pemerintahan banyak yang kekurangan dana. Skema pendanaan untuk program

Qttick Wins yang direncanakan sebesar Rp. 38,525 miliar hanya sebagian kecil

yang terealisasi. Berdasarkan uraian diatas, pelaksanaan reformasi birokrasi

Tahun 2O2O-2O24 di Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan perlu

memiliki skema pendanaan yang jelas, baik sumber maupun alokasi

penggunaannya. Sumber pendanaan yang lebih berkepastian untuk
nelaksanaan refomasi hirokrasi Tahun 2O2O-2O24 di Pemerintah Daerah

Kabupaten Konawe Selatan adalah dana dari pusat (transfer).

5.4. Sinkronisasi Road Mop dengan Rencana Strategis

l<oaa Nlap Kelormasl t rroKrasl seDagal suatu ooKumen perenc€rna€rn narus

sinkron atau selaras dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang

merupakan derivasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), densan demikian. sinkronisasi Road Map Reformasi Birokrasi densan

Renstra Perangkat Daerah dapat dimaknai juga sebagai sinkronisasi Road Map

Reformasi Birokrasi dengan RPJMD. Sinkronisasi ini penting, karena RPJMD

memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam pembangunan daerah. RPJMD

merupakan acuan dan panduan utama manajemen pembangunan daerah setiap

Tahun dalam jangka lima tahun. RPJMD juga memberikan arah kebijakan dan

prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Oleh karena Roo.d Mon diarahkan seeara nasional. maka sinkronisasi Road Man

Reformasi Birokrasi dengan Renstra Perangkat Daerah dapat berkontribusi pada

sinkronisasi pembangunan daerah dan pembangunan nasional secara holistik.

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2O2O-2O24 di Pemerintah Daerah

Kabupaten Konawe Selatan tidak sepenuhnya sinkron dengan Renstra

Perangkat Daerah. Tidak sinkronnya Road Map dengan Renstra Perangkat

Daerah terlihat dari pengajuan dan pelaksanaan serta pelaporan kegiatan yang

trrmnang tindih sehagaimAr'A v+r's telah dirrraikan sehelrrmnva- Hal ini teriadi

karena penyusunan Road Map yang terburu-buru dan tidak berjalan efektifnya
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manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi selama periode tersebut. Harapan

Stakeholder berkenaan dengan sinkronisasi Road Map Reformasi Birokrasi

Tahun 2O2O-2O24 dengan Renstra Perangkat Daerah adalah bahwa machinery

pelaksanaan baik di level tim pengarah maupun level tim pelaksana reformasi

birokrasi, keduanya harus melakukan sinkronisasi dengan menerapkan bauran

pendekatan berbasis proses dan pendekatan berbasis outcomes. Hal ini
ditunjukkan misalnya dengan menerapkan kebijakan anggaran belanja

berdasarkan prinsip moneA follou program, menerapkan pendekatan

perencclnaan holistik dan integratif, pendekatan penentuan prioritas melalui

pelaksanaan multilateral meeting, bilateral meeting atau forum SKPD. Di tingkat

bawah, aparat harus selalu menjamin terjalinnya koordinasi, integrasi,

sinkronisasi, dan sinergi di antara para pelakunya. Data diatas menunjukkan

bahwa untuk menjaga keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan pelaksanaan

reformasi birokrasi di pemerintah daerah, maka penting bagi pemerintah daerah

untuk menyelaraskan program reformasi birokrasi dengan program jangka

menengah dan tahunan perangkat daerah. Keselarasan perlu dijaga dan

dikontrol pelaksanaarlnya oleh pimpinan instansi dan pelaku yang berperan dan

bertanggung jawab dilevel mikro.
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BAB VI

PENUTUP

Untuk melaksanakan reformasi birokrasi tidak lepas dari dukungan, kerja

sarna dan partisipasi masyarakat sebagai pilar good gouernm.ent, tanpa
masyarakat, pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah tidak akan berhasil
dengan baik. Masyarakat adalah pihal< yang berhak memperoleh layan an yang

baik dari pemerintah, karena pada dasarnya pemerintah dibentuk untuk
melayani dan memberdayakan masyarakat.

Ada 5 (lima) faktor penentu kesuksesan reformasi birokrasi, yaitu :

A. Kemauan dan Komitmen Politik

Kemauan politik (political utill) dan komitmen politik (political

commitment) yang kuat melalui dari pimpinan tertinggis ampai dengan
pimpinan terbawah. Kemauan dan komitmen politik tersebut harus bisa

diterjemahkan dan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Negara dalam

bentuk tekat untuk melakukan reformasi birokrasi.

B. Kesamaan persepsi dan tujuan

Perlu adanya kesamaan pemahaman, pandangan, dan cara pikir setiap

aparatur Negara bahwa reformasi birokrasi harus dilanjutkan demi

meningkatkan kualitas hidup aparatur itu sendiri dan kualitas hidup
masyarakat.

C. Konsistensi dan keberlanjutan

Konsistensi sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan reformasi

birokrasi kerena reformasi birokrasi merupakan proses yang panjang dan

berkelanjutan. Konsistensi disini juga berarti kedisiplinan untuk

menjalankan sesuai dengan rancangan induk reformasi birokrasi dan

peraturan perundang-undangan yang ada

D. KetersediaanAnggaran

Reformasi Birokrasi memerlukan dana yang cukup besar untuk

melaksanakan program Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kesejahteraan

Pegawai.

E. Dukungan Masyarakat

Reformasi birokrasi dalam pelayanannya perlu dukungan dan

Partisipasi masyarakat dan sistem kontrol yang efektif dari berbagai unsur

seperti komisi atau lembaga pemantau dan organisasi masyarakat.
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Program Reformasi Birokrasi Kabupaten Konawe Selatan yang tertuang
didalam Road Map diharapkan dapat diintegrasikan dengan Rencana Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan. Integrasi dan Sinergitas

antara Program Reformasi Birokrasi dengan RPJMD memberikan Penguatan dan

Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Konawe Selatan.

Didalam Road Map Reformasi Birokrasi terdapat beberapa kegiatan yang

siap diimplementasikan dalam kurun waktu 2O2O-2O24 yaurrg tertuang di dalam

sepuluh Program Reformasi Birokrasi : Manajemen Perubahan, Organisasi,

Peraturan Perundang-Undangan, Ketatalaksanaan, Sumber Daya Aparatur,

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan

Mindset dan Cultttreset serta Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Melalui analisis mendalam yang berbasis pada data primer serta

serangkaian FGD (Focus Group Disa^rssion), wawancara serta kuisener yang

disampaikan ke seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Konawe Selatan yang didukung dengan data sekunder maka ditemukan

beberapa permasalahan pada program-program tersebut. Selanjutnya

dirumuskan agenda perprogram kegiatan untuk mengatasi permasdahan-

permasalahan tersebut. Agenda perbaikan ini selanjutnya menjadi program

reformasi birokrasi.

Dengan selesainya Road Map Reformasi Birokrasi di Kabupaten Konawe

Selatan ini, harapannya adalah berbagai Program Reformasi Birokrasi tersebut

dapat dilaksanakan dengan baik agar kepercayaan masyarakat terhadap

peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Konawe Selatan. Tentu

membutuhkan waktu yang cukup lama bagi masyarakat untuk bisa menikmati

perubahan tersebut. Oleh karena itu salah satu Program Reformasi Birokrasi

yang secara nyata dan dalam jangka pendek dapat dilihat manfaatnya (lottt-

handting fnit) dan dapat dinikmati oleh masyarakat maka dibuatlah program

Quick Wins.

Program Reformasi Birokrasi ini tidak akan berhasil jika mengandalkan

aparatur pemerintah saja. Komitmen dari seluruh masyarakat dan khususnya

para pemimpin di Kabupaten Konawe Selatan sangat diperlukan, dengan

demikian di Tahun 2024 Profil Birokrasi di Kabupaten Konawe Selatan akan

semakin memperlihatkan eksistensinya.
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